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ABSTRAK 
 
Muhammad Aprizal Nurelsan (E 211 12 252), Responsivitas Pelayanan 
Persampahan di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, xvii + 
117 halaman + 9 tabel + 14 gambar + 35 pustaka (2003-2016) + 7 lampiran. 
Dibimbing oleh Dr. H. Baharuddin, M.Si dan Dr. H. Badu Ahmad, M.Si. 
 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah masalah mengenai belum 
maksimalnya tingkat responsivitas pelayanan persampahan yang disediakan 
oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota 
Makassar. Kurangnya responsivitas pelayanan dikarenakandaya tanggap 
pemerintah dalam menangani keluhan masyarakat seperti menyediakan sarana 
dan prasarana sampah serta peningkatan jadwal pengangkutan sampah masih 
rendah. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan 
responsivitas pelayananpersampahan di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota 
Makassar yang diukur melalui 6 (enam)indikator yang berada dalam teori 
responsivitas Zeithaml, yaitu : merespon setiap pelanggan, kecepatan melayani, 
ketepatan melayani, kecermatan melayani, ketepatan waktu melayani, dan 
merespon setiap keluhan. Dasar penelitian ini adalah bersifat kualitatif dengan 
tipe penelitian secara deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan 
data adalah observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumen. 
Kemudian data dan hasil wawancara yang diperoleh dianalisis secara deskriptif 
kualitatif. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa responsivitas 
pelayanan persampahan yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
Kota Makassar dinilai sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator 
merespon setiap pelanggan, dan kecermatan melayani yang sudah terpenuhi 
dengan baik. Namun masih perlu peningkatan dalam keempat indikator lainnya 
khususnya pada indikator ketepatan melayani dan ketepatan waktu yang dinilai 
masih belum baik secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu kiranya 
responsivitas pelayanan persampahan lebih ditingkatkan lagi.   
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ABSTRACT 
 
Muhammad Aprizal Nurelsan (E 211 12 252), Responsivity ofTrash Service 
In The Gardens and Sanitation Departement of Makassar City, xvii + 117 
pages + 9 table + 14 pictures + 35 libraries (2003-2016) + 7 attachment. 
Supervised by Dr. H. Baharuddin, M.Si and Dr. H. Badu Ahmad, M.Si. 
 
This research is motivated by a problem about responsivityof trash service 
by the government in this case by the Gardens and SanitationDepartement of 
Makassar City. The government’s responsiveness to handling public’s complaint 
about trash service is rated low enough.The government have to providing 
facilities and infrastructure of trash and increase time schedule about carriage of 
the trash. 
 
The purpose of this study is to analyze and describe the responsiveness of the 
Gardens and Sanitation Departement of Makassar City measured through 6 (six) 
indicator which is in theory responsiveness of Zeithaml, namely: responding to 
every customer, serving quickness, serving sensibility, serving accuracy, 
servetime sensibility, , and respond to any complaint. The basis of this research 
is qualitative descriptive research type. Techniques used in data collection are 
observation, interview and document study. Then the data and the interviews 
were analyzed descriptively qualitative. 
 
From the research carried out showed that the responsiveness of the Gardens 
and Sanitation Departement of Makassar City is considered good enough. It can 
be seen from the indicators respond to every customer, and serving accuracy 
that has been fulfilled properly. But still need improvement in all four of the other 
indicators, especially for the serving sensibility indicator and serve time sensibility 
indicator that still considered not completely good enough. Therefore, The 
government’s responsiveness about trash services need to be improved further. 
 
Keywords: Responsiveness, Service, Trash 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1. Latar Belakang 
Tata pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan istilah Good 
Governance saat ini menjadi isu hangat dalam kajian serta pengelolaan 
administrasi publik. Hal ini ditunjukkan dengan gencarnya tuntutan dari 
masyarakat untuk memperbaiki sistem pemerintahan kepada penyelenggara 
negara baik  badan eksekutif, legislatif maupun yudikatif untuk lebih baik dan 
lebih bersih. Tuntutan ini tentunya tidak tanpa alasan. Buruknya sistem 
pemerintahan di Indonesia mulai dari pemerintahan yang korup, birokrasi yang 
berbelit-belit hingga pelayanan publik yang masih terdapat banyak kekurangan. 
Penerapan prinsip Good Governance bukanlah hanya tugas tanggung 
jawab pemerintah, tetapi juga organisasi pelaku bisnis di sektor swasta dan 
organisasi masyarakat madani. Sebagai bagian dari proses reformasi Indonesia, 
pelaksanaan Good Governance di lingkungan pemerintahan itu sangat 
menentukan apakah reformasi akan berjalan terus atau berhenti di sini (Istianto, 
2011 : 97). 
Dalam membangun praktik Good Governance, reformasi pelayanan 
publik diyakini dapat menjadi titik strategis dan memiliki dampak yang luas 
terhadap perubahan aspek-aspek kehidupan pemerintahan lainnya sehingga 
perubahan pada praktik penyelenggaraan pelayanan publik dapat menjadi 
lokomotif bagi upaya perubahan menuju Good Governance. 
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Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang 
sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi 
memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai 
dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain 
dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai gerakan reformasi 
publik (public reform) yang dialami negara-negara maju pada awal tahun 1990-an 
banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas 
pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. 
Dalam UU no. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan 
masyarakat berhak mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas 
dan tujuan pelayanan (Pasal 18). Pelayanan publik sering disebut sebagai 
pelayanan konstitusional. Pernyataan ini disebabkan oleh klausul-klausul 
konstitusi semua negara yang menyebutkan bahwa negara harus memberikan 
berbagai fasilitas kepada warganegara (Nurmandi, 2010 : 34).  
Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan 
dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas 
sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola 
penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan 
kelembagaan. 
Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik masih 
memiliki berbagai kelemahan diantaranya, prosedur pelayanan yang berbelit-
belit, respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat 
seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali, serta berbagai informasi 
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yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak 
sampai kepada masyarakat. 
Dari banyak contoh di lapangan, seringkali terlihat aparatur birokrasi yang 
melayani kepentingan publik masih belum menyadari fungsinya sebagai pelayan 
masyarakat. Penekanan kepada hasil dan kualitas pelayanan sangatlah kurang 
sehingga lambat laun pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi menjadi kurang 
menantang dan kurang menggairahkan (Dwiyanto, 2014 : 97). 
Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai 
segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa 
publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh 
instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik 
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan 
kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan (Ratminto dan Winarsih, 2005 : 5). 
Salah satu bidang pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah 
adalah pelayanan pengelolaan sampah. Dalam UU No. 18 tahun 2008 tentang 
pengelolaan sampah pada pasal 11 dijelaskan setiap orang berhak mendapatkan 
pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan 
dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung 
jawab untuk itu. 
Selain itu pada pasal 5 Undang-undang yang sama dijelaskan, 
Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya 
pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan 
tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemeritahan 
daerah pada Bab III pasal 14 ayat (1) ditetapkan bahwa Urusan wajib yang 
menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan 
urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi penyediaan sarana dan prasarana 
umum (point d) dan pengendalian lingkungan hidup (point j). 
Untuk itu pemerintah dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik terhadap 
pengelolaan sampah agar dapat memberikan kepuasan bagi konsumen dalam 
hal ini masyarakat. Tujuan utama pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan 
warga pengguna agar dapat memperoleh pelayanan yang diinginkan dan 
memuaskan (Dwiyanto, 2014 : 149). 
Masalah sampah sepertinya menjadi masalah yang tidak pernah selesai 
hampir di setiap kota di Indonesia. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor. 
Pembangunan kota-kota besar di Indonesia ditandai dengan berbagai macam 
fenomena dan diikuti oleh tidak sedikit dampak negatif yang dihasilkan, salah 
satunya adalah masalah sampah. 
Dalam meningkatkan taraf perekonomian, sering kali terjadi perpindahan 
penduduk dari desa ke kota. Pertambahan penduduk, berubahnya gaya hidup, 
dan pola konsumsi masyarakat di kota-kota besar mengakibatkan meningkatnya 
volume sampah setiap harinya. Kehidupan yang terus berkembang akan 
menuntut manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Hasilnya, dalam memenuhi 
kebutuhan tersebut manusia baik di perumahan, perkantoran, pabrik, hingga di 
jalanan akan meninggalkan bekas atau sisa yang disebut sampah atau limbah 
dengan karakteristik beragam. 
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Kondisi ini akan menjadi parah apabila daya tanggap pemerintah 
terhadap penanganan limbah atau sampah yang semakin meningkat tidak 
diimbangi dengan pelayanan dan pengelolaan yang baik. Selain perilaku dan 
perubahan gaya hidup masyarakat yang menjadi faktor permasalahan sampah, 
pelayanan yang diberikan pemerintah terkait persampahan juga masih memiliki 
catatan buruk. 
Seringnya terjadi keterlambatan dalam pengangkutan sampah membuat 
sampah menumpuk setiap harinya. Sarana dan prasarana seperti Tempat 
Pembuangan Sementara (TPS) sangat minim dan membuat masyarakat 
membuang sampah di sembarang tempat. Hal ini tentunya akan berdampak 
pada bertumpuknya limbah atau sampah yang akan merusak keindahan kota 
dan yang lebih buruk akan terjadi pencemaran lingkungan serta masalah 
kesehatan.  
Pemerintah harus lebih bisa memikirkan terkait masalah persampahan 
yang terus meningkat seperti yang  telah dirumuskan dalam UU No. 18 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan sampah, yang menjelaskan bahwa pengelolaan 
sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas 
lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya (BAB II pasal 4). 
Kondisi yang menjelaskan tentang keterlambatan pengangkutan sampah 
dan kurang tersedianya sarana dan prasarana tempat pembuangan sementara 
(TPS) menunjukkan daya tanggap pemerintah dalam memberikan pelayanan 
mengenai persampahan masih belum baik. 
Organisasi harus mampu merespon kebutuhan dan keinginan pengguna 
dengan menyediakan sistem pelayanan dan strategi yang tepat. Karena itu, 
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petugas pelayanan perlu mengenali pengguna dengan baik sebelum dia 
memberikan pelayanan (Dwiyanto, 2014 : 142). 
Responsivitas atau daya tanggap merupakan kemampuan suatu 
organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas 
kebutuhan, dan mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan. 
Responsivitas mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan 
dan aspirasi warga pengguna layanan. (Dwiyanto, 2014 : 148). 
Levine dalam Dwiyanto (2014 : 144), menjelaskan bahwa dalam menilai 
kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari setidaknya tiga indikator, yaitu: 
1. Responsiveness atau responsivitas adalah daya tanggap penyedia 
layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi, maupun tuntutan 
pengguna layanan. 
2. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu 
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan administrasi dan 
organisasi yang benar dan telah ditetapkan. 
3. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 
seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan 
kepentingan stakeholders dan norma-norma yang berkembang dalam 
masyarakat. 
Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena 
responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik 
dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat (Tangkilisan, 2005 : 177). 
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Kota Makassar sebagai salah satu kota besar dan metropolitan di 
Indonesia tentunya tidak terlepas dengan masalah persampahan yang begitu 
kompleks. Hal ini dapat dilihat dari kondisi di beberapa lokasi di Kota Makassar 
beberapa serta laporan masyarakat mengenai pelayanan persampahan yang 
diberikan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Keterlambatan 
pengangkutan sampah hingga pengangkutan sampah yang hanya dilakukan 
sekali dalam seminggu berdampak pada menumpuknya sampah setidaknya 
yang berlokasi di Jl. Rajawali dan Jl. Cendrawasih (19/02/15) 
(http://makassar.tribunnews.com/2015/02/19/pak-kadis-kok-sampah-jl-rajawali-jl-
cendrawasih-belum-diangkut). 
Merujuk hasil penelitian dari Harvina Syahruddin (Skripsi Efektivitas 
Pengelolaan Persampahan di Kota Makassar, 2012) menjelaskan bahwa faktor 
lain masalah pelayanan persampahan adalah kurangnya jumlah petugas 
pengangkut sampah tidak sebanding dengan beban kerja dan volume sampah 
yang lebih besar yang harus diangkut. Inilah yang menjadi faktor sering 
terlambatnya pengangkutan sampah. 
Mendukung hasil penelitian di atas, dalam jurnal TA Rizky Hadijah : Studi 
Analisa Rute Jalan Pengangkutan Sampah Di Kota Makassar (Studi Kasus : 
Kecamatan Tamalanrea) terdapat data yang menunjukkan pada tahun 2012 
jumlah timbunan sampah Kota Makassar mencapai 4057,28 m3 per hari, 
sedangkan yang tertangani adalah sebesar 3642,56 m3 per hari (89,78% 
tertangani). 
Dalam Amu Roslina (2014 : 68) ada beberapa faktor yang menyebabkan 
ketidaklancaran armada angkutan sampah dalam menjalankan tugasnya seperti: 
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1. Letak TPS yang sulit dijangkau karena tidak sesuai dengan jalur mobil 
angkutan. 
2. Mobil angkutan berhenti beroperasi hingga beberapa hari kemudian 
karena alasan teknis seperti; sopir angkutan tidak masuk kerja. 
3. Kerusakan dan keterbatasan jumlah armada angkutan. 
Pemerintah seharusnya lebih dapat merespon masalah ini, seperti yang 
tertuang pada PP No. 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah 
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Pasal 19 yang menjelaskan 
bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengangkutan sampah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan alat angkut sampah 
termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan dan 
melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau 
TPST.  
Selain itu, Minimnya fasilitas pembuangan sampah di Jl. Mappala Raya 
membuat masyarakat membuang sampah mereka di tanah kosong yang mereka 
jadikan sebagai tempat pembuangan sampah liar (30/10/15) 
(http://makassarterkini.com/2015/10/30/tumpukan-sampah-di-jalan-mappala/). 
Pada kasus lainnya, warga yang bermukim di dekat Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA) khususnya yang berlokasi di Borong Jambu Kecamatan Manggala 
mengeluhkan sampah yang semakin menggunung dan mengambil tanah warga 
karena lokasi di TPA tidak mampu lagi menampung volume sampah Makassar 
(12/03/15) (http://www.beritasatu.com/nasional/256408-makassar-diprediksi-
dikepung-sampah-pada-2020.html). 
Tentunya realita ini tidak sesuai dengan salah satu ayat pada Pasal 6 UU 
No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menjelaskan bahwa 
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Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah adalah 
melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana 
dan sarana pengelolaan sampah. 
Kota Makassar di bawah pemerintahan Walikota Ir. H. Mohammad 
Ramdhan Pomanto dan Wakil Walikota Dr. Syamsul Rizal, S.Sos, M.Si telah 
melihat masalah persampahan di Kota Makassar sebagai suatu masalah yang 
harus diberikan perhatian serius. Hal itu ditindaklanjuti dengan mengeluarkan 
kebijakan program “Makassar Tidak Rantasa’ (MTR)” pada 15 Juni 2014 yang 
merupakan salah satu program 100 hari kepemimpinan mereka.  
Program “Makassar Tidak Rantasa” ini dimaksudkan untuk meningkatkan 
pelayanan serta pengelolaan sampah di Kota Makassar serta membangun 
kesadaran/mental masyarakat Kota Makassar atas pentingnya menjaga 
lingkungan yang bersih. Dalam mencapai tujuan dari program “Makassar Tidak 
Rantasa” ini, maka pemerintah membuat beberapa kegiatan/program seperti: a) 
Kerja Bakti TNI/POLRI, b) Jumat Bersih, c) MABELLO (Makassar Bersih Lorong-
Lorong ta’), dan d) LISA (Lihat Sampah Ambil). 
Program “Makassar Tidak Rantasa” ini sedikit banyak telah terlihat 
hasilnya dengan kesuksesan Kota Makassar meraih Piala Adipura (Penghargaan 
atas keberhasilan kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan). Namun, 
penghargaan tersebut ternyata dinilai banyak pihak belum pantas diterima Kota 
Makassar dan hanyalah sebagai suatu ironi serta formalitas semata. 
Penghargaan tersebut ternyata tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. 
Permasalahan sampah di Kota Makassar belum terlihat tertangani secara 
maksimal. Terlebih lagi beberapa bulan setelah meraih penghargaan Adipura, 
Kota Makassar kembali mengalami beberapa masalah sampah. 
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Masalah lain yang kemudian muncul terkait pelayanan yang belum 
diberikan dengan semestinya adalah bagaimana Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat mengenai pelayanan 
sampah dengan cepat, cermat dan menyeluruh. Masyarakat Kota Makassar 
masih merasa Pemerintah kurang tanggap atas segala keluhan. Hal itu terlihat 
dengan lambatnya penanganan dan solusi yang diberikan atas setiap masalah 
yang terjadi di lapangan.  
Sebulan setelah meraih Piala Adipura, pada Bulan Desember 2015 
hingga awal Januari 2016 Makassar kembali mengalami darurat sampah. 
Selama kurang lebih dua minggu, sampah di beberapa lokasi seperti di 
Perumnas Antang, jl. Masjid Raya (Pasar Terong), Jl. Abdullah Dg. Sirua, jl. 
Cendrawasih, jl. Andi Tonro, jl. Pettarani, jl. Alauddin dan beberapa ruas jalan 
besar lainnya tidak terangkut. Hal ini berdampak pada membludaknya timbunan 
sampah dan mengakibatkan sampah meluber ke badan jalan. Masalah ini 
ternyata diakibatkan karena Akses jalan armada truk sampah Tangkasaki yang 
terputus, serta sopir truk sampah yang mogok diakibatkan oleh honor dan biaya 
operasional yang belum dibayarkan. (Surat Kabar Tribun Timur/ 03 Januari 
2016). 
Di sisi lain, sejumlah warga Kota Makassar seperti di Kelurahan 
Manggala mengeluhkan tingginya pemungutan iuran sampah yang harus dibayar 
kepada petugas kebersihan hingga Rp10.000,-/hari yang berdampak pada jadwal 
pengangkutan sampah. Jika iuran tidak dibayar, maka sampah pun tidak 
diangkut. Kenyataan ini sesungguhnya tidak sesuai dengan kebijakan 
Pemerintah yang tidak mengenakan sama sekali biaya/iuran sampah kepada 
masyarakat. (Surat Kabar Tribun Timur/ 08 Maret 2016). 
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Masalah lain terkait pelayanan sampah yang dikeluhkan oleh masyarakat 
adalah pelayanan yang diberikan dirasa masih tidak seimbang. Di beberapa 
tempat, masyarakat kelas bawah yang tinggal di daerah kumuh merasa kurang 
mendapat perhatian atas pelayanan sampah dibandingkan tempat lain yang 
dihuni oleh masyarakat kelas atas. Ini menunjukkan bahwa tidak semua lokasi 
mendapat pelayanan yang setara dan tingkat responsivitas terhadap setiap 
masalah di tiap lokasi berbeda.  
Melihat beberapa fenomena terkait masalah sampah di Kota Makassar di 
atas, maka sangatlah penting bagi Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini 
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar menindaklanjuti dengan lebih 
serius masalah-masalah serta keluhan-keluhan masyarakat mengenai masalah 
sampah yang dirasa belum terselesaikan secara menyeluruh dengan 
meningkatkan responsivitas pelayanan persampahan kepada masyarakat. 
Responsivitas dalam salah satu konsep yang digunakan dalam 
pengukuran kinerja sangat diperlukan dalam pelayanan publik. Hal tersebut 
merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan 
masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan serta mengembangkan 
program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat (Dilulio dalam Agus Dwiyanto, 2006 : 62). 
Responsivitas yang rendah dalam pelayanan publik khususnya 
persampahan menunjukkan bahwa adanya ketidakselarasan antara kebutuhan 
masyarakat dengan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini 
menunjukkan kegagalan suatu organisasi pemerintah dalam hal pemberian 
pelayanan hingga pencapaian tujuan organisasinya. 
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Responsivitas yang kurang baik terkait dengan daya tanggap yang 
dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar terhadap 
keluhan masyarakat sebagai pengguna jasa yang membutuhkan pelayanan 
persampahan menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul 
“Responsivitas Pelayanan Persampahan di Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan Kota Makassar”. 
I.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang 
menjadi rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 
“Bagaimana responsivitas pelayanan persampahan di Dinas Pertamanan 
dan Kebersihan Kota Makassar?” 
I.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan, maka tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini adalah “Menganalisis dan mendeskripsikan 
responsivitas pelayanan persampahan di Dinas pertamanan dan 
Kebersihan Kota Makassar”. 
I.4. Manfaat Penelitian 
a. Akademik 
Manfaat akademik yang diharapkan lahir dari penelitian ini adalah dapat 
menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan 
referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang mengenai responsivitas 
pelayanan persampahan. 
b. Praktis 
Manfaat praktis yang diharapkan lahir dari penelitian ini adalah dapat 
memberikan sumbangsih pemikiran serta masukan bagi Pemerintah khususnya 
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Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam hal meningkatkan 
responsivitas dalam hal pelayanan persampahan.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
II.1 Konsep Pelayanan Publik 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan pelayanan 
sebagai perihal cara melayani, servise/jasa, cara atau hasil pekerjaan melayani. 
Sedangkan melayani adalah menyuguhi (orang) dengan makanan dan minuman, 
menyediakan keperluan orang, menerima atau menggunakan. 
Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan 
jasa. Peranannya akan lebih besar dan bersifat menentukan manakala kegiatan-
kegiatan jasa di masyarkat itu terdapat kompetisi dalam usaha merebut pasar 
langganan.demikian pula di bidang pemerintahan,peranan pelayanan umum 
yang duselenggarakan oleh pemerintah, belum dapat memenuhi harapan semua 
pihak sehingga diperlukan system manajemen untuk penyelenggaraan 
pelayanan umum (Badu Achmad, 2012 : 7-8). 
Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara 
ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat di pisahkan dengan 
kehidupan manusia (L.P.Sinambela 1992:198). 
II. 1. 1. Definisi Pelayanan Publik 
Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa memenuhi 
kebutuhannya sendiri, oleh karena itu manusia membutuhkan bantuan orang lain 
untuk memenuhi kebutuhunnya tersebut. Setiap orang tidak dapat menyediakan 
kebutuhannya sendiri melainkan harus disediakan secara berkelompok. 
(Londsdale & Enyedi sebagaimana dikutip oleh Roth, dalam Istianto, 2011 : 106). 
Hal inilah yang menjadi salah satu karakteristik pelayanan publik.  
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Pelayanan berasal dari kata layanan yang artinya kegiatan yang 
memberikan manfaat kepada orang lain. Layanan adalah setiap kegiatan atau 
manfaat yang ditawarkan suatu pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud 
dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun (Simamora dalam skripsi Hilda 
Herdiani 2015 : 9). 
Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 
kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 
terkait pada suatu produk secara fisik. (Kotler dalam Sinambela, 2006 : 4). 
Budiman Rusli dalam Sinambella (2006:3) berpendapat bahwa selama 
hidupnya manusia selalu membutuhkan pelayanan, pelayanan menurutnya 
sesuai dengan life cycle theory of leadership (LCTL) bahwa pada awal kehidupan 
manusia pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia 
pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun. 
Moenir dalam jurnal ilmu administrasi 2 (2008:138) mengemukakan 
bahwa pelayanan itu adalah,: 
1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan yakni pelayaan 
yang cepat dalam arti tanpa hambatan. 
2. Memperoleh pelayanan secara wajar, yaitu pelayanan tanpa disertai 
kata-kata yang bernada meminta  sesuatu kepada pihak  yang 
dilayani dengan alasan apapun. 
3. Memperoleh perlakuan yang sama dalam pelayanan, yaitu tanpa pilih 
kasih dimana aturan dan prosedur diterapkan sama. 
4. Memperoleh perlakuan yang jujur dan terus terang. Ini menyangkut 
keterbukaan pihak yang melayani , seperti jika ada masalah  yang 
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dihadapi dalam pemberian layanan sebaiknya dikemukakan terus 
terang. 
Pelayanan adalah cara melayani , membantu, menyiapkan, dan 
mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan sesorang atau sekelompok 
orang, artinya obyek yang dilayani adalah individu, pribadi, kelompok organisasi 
(Sianipar dalam skripsi Syarifah Muslimah 2016 : 20), sedangkan publik dapat 
diartikan sebagai masyarakat atau rakyat (Ahmad Ainur Rahman dalam skripsi 
Syarifah Muslimah 2016 : 20). 
Pelayanan dirumuskan sebagai a total organizational approach that’s 
makes quality of service as perceived by the costomer, the number one driving 
force for the business (albreht, dalam skripsi Hilda Herdiani 2016 : 10). Dari 
rumusan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan merupakan 
penggerak utama suatu organisasi yang memiliki fungsi yang penting dalam 
keberhasilan organisasi.  
Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat 
tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi 
antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh 
perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan 
permasalahan konsumen/pelanggan (Gronross, dalam Ratminto dan Winarsih, 
2005 : 2). 
Sementara itu, istilah publik berasal dari bahasa Inggris, publik yang 
berarti umum, masyarakat, negara. Publik adalah  sejumlah  manusia  yang  
memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang 
benar dan baik  berdasarkan  nilai-nilai  dan  norma  yang  merasa  memiliki  (Inu  
DKK  dalam Sinambela 2006 : 5).  
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Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang 
dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  sejumlah  manusia  yang  memiliki  setiap 
kegiatan  yang  menguntungkan  dalam  suatu  kumpulan  atau  kesatuan,  dan 
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikan pada suatu produk 
secara fisik (Sinambela, 2006 : 5). 
Dalam Undang – Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 
mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik 
(BAB I, Pasal I, Ayat I). 
Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan 
yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan 
perundang-undangan. Pada hakekatnya, pelayanan publik adalah pemberian 
pelayanan prima kepaa masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban 
aparatur negara sebagai abdi masyarakat. 
Kurniawan dalam Sinambella (2006:5) menyebutkan Pelayanan publik 
diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 
mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata 
cara yang telah ditetapkan. 
        Selanjutnya dalam buku ajar Manajemen Pelayanan Publik oleh Badu 
Ahmad (2012:11), Zauhar (2001) mendefinisikan pelayanan publik merupakan 
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suatu upaya membantu atau memberi manfaat kepada publik  melaui 
penyediaan barang dan atau jasa yang diperlukan oleh mereka. 
 Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa ciri pokok pelayanan 
publik adalah tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan melibatkan upaya 
manusia atau peralatan lain dalam hal ini lembaga yang menyelenggarakan 
pelayanan demi memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan Undang-undang 
yang ditetapkan. 
II. 1. 2. Jenis Pelayanan Publik 
      Kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang 
menjadi hak  setiap  warga  negaranya  ataupun  memberikan  pelayanan  
kepada  warga Negara yang memenuhi kewajibannya terhadap Negara. Bentuk 
pelayanan publik yang  diberikan  kepada  masyarakat  dapat  dibedakan  ke  
dalam  beberapa  jenis pelayanan, yaitu:  
a. Pelayanan  pemerintah, adalah  jenis  pelayanan  masyarakat  yang  terkait 
tugas-tugas  umum  pemerintah  seperti  pelayanan  KTP,  SIM,  pajak,  dan 
keimigrasian  
b. Pelayanan pembangunan, yaitu suatu jenis pelayanan masyarakat yang 
terkait  dengan  penyediaan  sarana  dan  prasarana  untuk  memberikan 
fasilitasi kepada masyarakat dalam melakukan aktifitasnya sebagai warga 
Negara  
c. Pelayanan  utilitas,  yaitu  jenis  pelayanan  yang  terkait  utilitas  bagi 
masyarakat. 
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d. Pelayanan sandang, pangan, dan papan, merupakan jenis pelayanan yang 
menyediakan  bahan  kebutuhan  pokok  masyarakat  dan  kebutuhan 
perumahan  
e. Pelayanan kemasyarakatan, yaitu jenis pelayanan masyarakat yang dilihat 
dari  sifat  dan  kepentingannya  lebih  ditekankan  pada  kegiatan-kegiatan 
social kemasyarakatan (Badu Ahmad, 2013 : 30-31). 
II. 1. 3. Asas-asas Pelayanan Publik 
 Menurut UU No.25 tahun 2009 pasal 4 bahwa Penyelenggaraan 
pelayanan publik berasaskan : 
a. kepentingan umum 
b. kepastian hukum; 
c. kesamaan hak; 
d. keseimbangan hak dan kewajiban; 
e. keprofesionalan; 
f. partisipatif; 
g. persarnaan perlakuan/ tidak diskriminatif; 
h. keterbukaan; 
i. akuntabilitas; 
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok 
k. rentan; 
l. ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan 
Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan 
pemerintahan dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu (Ratminto dan 
Winarsih 2005 : 245-249): 
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1. Empati dengan customers. Pegawai yang melayani urusan perizinan 
dari instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan 
masyarakat pengguna jasa pelayanan. 
2. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin, 
dengan demikian konsep one stop shop benar-benar diterapkan. 
3. Kejelasan tatacara pelayanan. Tatacara pelayanan harus didesain 
sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat 
pengguna jasa pelayanan. 
4. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus 
pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-
benar diperlukan. 
5. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani 
masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin 
dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan. 
6. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal 
mungkin dan setransparan mungkin. 
7. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan 
juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan 
tidak resah. 
8. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara efisien, 
sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat 
dipakai untuk berbagai keperluan). 
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9. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu 
seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus 
ditetapkan selama mungkin. 
10. Kejelasan hak dan kewajiban providers dan curtomers. Hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban baik bagi providers maupun bagi customers harus 
dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan 
ganti rugi. 
11. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat 
mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika 
muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat 
memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif 
sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan 
baik. 
II. 1. 4. Unsur-unsur Pelayanan Publik 
Menurut Bharata dalam paparan Kajian Pustaka.com (2013) terdapat 
empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu : 
1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan 
tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk 
penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services). 
2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen 
(costomer) atau customer yang menerima berbagai layanan dari 
penyedia layanan. 
3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia 
layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan. 
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4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan 
harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan 
pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan 
yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat 
dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati. 
II. 1. 5. Prinsip Pelayanan Publik 
Sebagaimana  ditetapkan  dalam  Keputusan  Menteri  Negara 
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomer  63  tahun  2003,  bahwa  pemberian 
pelayanan umum kepada masyarakat merupakan perwujudan dari fungsi 
aparatur Negara sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, sehingga 
penyelenggaraannya perlu ditingkatkan secara terus menerus sesuai dengan 
sasaran pembangunan. Dalam  keputusan  tersebut  ditetapkan  sepuluh sendi  
pelayanan  yang  harus dilaksanakan  oleh  instansi  atau  satuan  kera  dalam  
suatu  departemen  yang berfungsi sebagai unit pelayanan umum. Kesepuluh 
sendi tersebut adalah : 
a. Kesederhanaan 
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 
mudah dilaksanakan. 
b. Kejelasan 
Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal : 
1. Persyaratan teknis dan aministratif pelayanan publik. 
2. Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 
dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian 
keluhan/persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan 
publik. 
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3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 
c. Kepastian waktu, Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 
dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
d. Akurasi 
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 
e. Keamanan 
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 
kepastian hukum. 
f. Tanggung jawab 
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 
penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan 
publik. 
g. Kelengkapan sarana dan prasarana 
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan 
pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana 
teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika). 
h. Kemudahan akses 
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah 
dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 
telekomunikasi dan informatika. 
i. Kedisplinan, kesopanan dan keramahan 
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, 
ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 
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j. Kenyamanan 
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu 
yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta 
dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, 
toilet, tempat ibadah dan lain-lain. 
II. 1. 6. Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
        Untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas, Menteri Pendayagunaan 
Aparatur  Negara  menerbitkan  keputusan  tentang  pola  penyelenggaraan 
pelayanan publik, yaitu:  
1) Fungsional 
Pola  pelayanan publik diberikan  oleh  penyelenggara  pelayanan,  
sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. 
2) Terpusat  
Pola  pelayanan publik diberikan  secara  tunggal  oleh  penyelenggara 
pelayanan  berdasarkan  pelimpahan  wewenang  dari  penyelenggara 
pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan 
3) Terpadu  
i. Terpadu satu atap  
Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu 
tempat yang  meliputi  berbagai  jenis  pelayanan  yang  tidak  
mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu. 
Terhadap jenis pelayanan  yang  sudah  dekat  dengan  masyarakat  
tidak  perlu disatuatapkan. 
ii. Terpadu satu pintu  
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Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu 
tempat yang  meliputi  berbagai  jenis  pelayanan  yang  memiliki  
keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.  
4)  Gugus tugas  
Perugas  pelayanan publik secara  perorangan  atau  dalam  bentuk 
gugus tugas  ditempatkan  pada  instansi  pemberi  pelayanan  yang  
memiliki keterkaitan proses dan lokasi pemberian pelayanan tertentu. 
II. 1. 7. Kualitas Pelayanan 
       Dalam rangka menyiapkan suatu pelayanan yang berkualitas yang sesuai 
dengan yang diharapkan perlu berdasarkan pada system kualitas yang memiliki 
ciri  atau  karakteristik  tertentu. Fitzsimmons  dalam  Serdamayanti  (2004 :  90) 
mengutarakan  bahwa  kualitas  pelayanan  merupakan  sesuatu  yang  
kompleks sehingga untuk menentukan sejauh mana kualitas dari pelayanan 
dapat dilihat dari lima dimensi, yaitu: 
a) Reliability, kemampuan untuk memberikan secara tepat dan benar, jenis 
pelayanan yang telah dijanjikan kepada konsumen/pelanggan. 
b) Resposiveness,  kesadaran  atau  keinginan  untuk  membantu  
konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat. 
c) Emphaty,  kemauan  pemberian  layanan  untuk  melakukan  pendekatan, 
member  perlindungan,  serta  berusaha  untuk  mengetahui  keinginan  
dan kebutuhan  konsumen. 
d) Tangibles,  penampilan  para  pegawai  dan  fasilitas  fisik  lainnya,  
seperti peralatan atau perlengkapan yang menunjang pelayanan. 
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Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Mustofadidjaja dalam 
Badu Achmad (2013:53) mengemukakan beberapa prinsip dalam penyediaan 
pelayanan pada sektor publik : 
a. Menetapkan standar pelayanan, artinya standar tidak hanya 
menyangkut standar atas produk pelayanan, tetapi juga standar 
prosedur pelayanan dalam kaitan dengan pemberian  pelayanan 
berkualitas. 
b. Terbuka terhadap kritik dan saran maupun keluhan, dan menyediakan 
seluruh infomasi yang diperlukan dlam pelayanan. 
c. Memperlakukan seluruh masyarakat seagai pelanggan secara adil. 
d. Mempermudah akses terhadap seluruh pelanggan. 
e. Membenakan sesuatu hal dalam proses pelayanan ketika hal tersebut 
menyimpang. 
f. Menggunakan semua sumber yang digunakan untuk melayani 
masyarakat pelanggan secara efektif dan efisien. 
g. Selalu mencari pembaharuan dan mengupayakan peningkatan kualitas 
pelayanan. 
II. 2. Konsep Responsivitas 
II. 2. 1. Pengertian Responsivitas 
Agus Dwiyanto (2006 : 148) mendefinisikan responsivitas sebagai berikut:  
Responsivitas atau daya tanggap adalah kemampuan organisasi untuk 
mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan 
mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan. Responsivitas 
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mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, 
serta tuntutan warga pengguna layanan. 
Responsivitas menurut (Levin dalam skripsi Nuralam Budikusumah 2016 : 
25) yaitu daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi, 
maupun tuntutan pengguna layanan. Sedangkan menurut Zeithaml, 
Parasuruman & Berry dalam Agus Dwiyanto (2006 : 145)., Responsivitas adalah 
kerelaan untuk menolong pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan 
secara ikhlas  
Selanjutnya menurut Fitzsimmons dalam Sedarmayanti (2004 : 90), salah 
satu dimensi untuk menentukan kualitas pelayanan adalah 
responsiveness/responsivitas. Responsivitas adalah kesadaran atau keinginan 
untuk membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat. 
Responsivitas adalah kemampuan provider untuk mengenali kebutuhan 
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan 
program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 
Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap 
provider terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan customers 
(Ratminto & Winarsih,2005 : 180-181). 
Menurut Hassel Nogi S. Tangkilisan (2005 : 177) Responsivitas  adalah  
kemampuan  birokrasi  untuk  mengenali  kebutuhan masyarakat,  menyusun  
agenda  dan  prioritas  pelayanan,  serta mengembangkan program-program 
pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan  aspirasi  masyarakat.  Secara  singkat  
responsivitas  disini  menunjuk pada  keselarasan  antara  program  dan  
kegiatan  pelayanan  dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 
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Dari beberapa pendapat mengenai responsivitas dapat disimpukan 
bahwa responsivitas merupakan bentuk daya tanggap dan jawaban dari 
penyedia layanan dalam membantu memberikan pertolongan serta keluhan 
kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan. Birokrasi dalam mendekatkan 
layanan terhadap masyarakat perlu upaya untuk mengenali apa  saja  kebutuhan  
masyarakat dan mendengarkan keluhan masyarakat. Kemudian  identifikasi akan 
kebutuhan serta keluhan masyarakat  tersebut  harus menjadi  agenda  penting  
dan evaluasi bagi pemerintah penyelenggara pelayanan publik untuk 
mengembangkan dan meningkatkan pemberian layanan, sehingga masyarakat 
dapat merasa puas atas layanan yang diberikan. 
II. 2. 2 Indikator Responsivitas 
Responsivitas dijabarkan menjadi beberapa indikator, seperti meliputi : 
a) Merespon setiap pelanggan / pemohon yang ingin mendapatkan 
pelayanan. Indikator  ini  mencakup  sikap  dan  komunikasi  yang  baik  
dari  para  penyedia layanan.  
b) Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cepat. 
Pelayanan  dengan  cepat  ini  berkaitan  dengan  kesigapan  dan  
ketulusan penyedia  layanan dalam  menjawab  pertanyaan  dan  
memenuhi  permintaan pelanggan.  
c) Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan tepat.  
Yaitu  tidak  terjadi  kesalahan  dalam  melayani,  artinya  pelayanan  
yang diberikan  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat  sehingga  tidak  
ada yang merasa dirugikan atas pelayanan yang didapatnya.  
d) Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cermat.  
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Berarti  penyedia  layanan harus  selalu  fokus  dan  sungguh-sungguh  
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
e) Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat. 
Waktu yang tepat berarti pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat 
dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan sehingga dapat 
memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.  
f) Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas.  
Bahwa  setiap  penyedia  layanan harus menyediakan  akses  kepada 
masyarakat untuk dapat menyampaikan keluhannya dan dapat dicarikan 
solusi yang terbaik. (Ziethaml, dkk dalam Hardiyansyah, 2011 : 46). 
II. 2. 3. Responsivitas Pelayanan Publik 
Responsivitas pelayanan publik merupakan tanggapan dari pemberi 
layanan terhadap umpan balik yang diberikan oleh masyarakat terkait pelayanan 
yang diterima. Responsivitas perlu ditingkatkan dalam pelayanan publik, 
mengingat dalam menilai kualitas pelayanan yang diberikan, pemerintah harus 
mendengar kebutuhan dan keluhan warga negara yang diberikan layanan 
sebagai bahan evaluasi. Masalah dan keluhan tersebut kemudian direspon 
dengan tepat dan secepat mungkin.      
Responsivitas  pelayanan publik sangat  diperlukan,  karena  sebagai  
bukti kemampuan  organisasi publik untuk  menyediakan  apa  yang  menjadi  
tuntutan seluruh rakyat disuatu Negara. Dalam hal ini responsivitas merupakan 
cara yang efisiensi dalam mengatur urusan baik ditingkat pusat maupun tingkat 
daerah atau local  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  
karenanya  baik pemerintah  pusat  maupun  daerah  dikatakan  responsive  
30 
 
terhadap  kebutuhan masyarakat apabila kebutuhan masyarakat tadi 
diidentifikasi oleh para pembuat kebujakan dengan pengetahuan yang dimiliki, 
secara tepat dan dapat menjawab apa yang menjadi kepentingan publik (Widodo 
2007 : 272) 
        Menurut  Agus  Dwiyanto  (2014 : 149-154)  Untuk  meningkatkan 
responsivitas  organisasi  terhadap  kebutuhan  pelanggan,  terdapat  dua  
strategi yang dapat digunakan, yaitu:  
a. Menerapkan Strategi KYC (know your customers)  
Konsep know your customers merupakan  sebuah  prinsip  kehati-
hatian, yang dapat digunakan untuk mengenali kebutuhan dan  
kepentingan pelanggan sebelum memutuskan jenis pelayanan yang 
akan diberikan. Begitu pula dalam konteks penyelenggaraan  pelayanan  
publik, prinsip KYC dapat digunakan oleh birokrasi publik untuk 
mengenali kebutuhan dan kepentingan pelanggan sebelum memutuskan 
jenis pelayanan yang akan diberikan. 
        Untuk mengetahui keinginan, kebutuhan dan kepentingan 
pengguna atau pelanggan, birokrasi pelayanan public harus 
mendekatkan diri dengan pelanggan. Tidak ada alasan bagi birokrasi 
pemerintah untuk tidak berbuat seperti itu (Osborne dan Gaebler, 1996). 
Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengetahui keinginan 
dan kebutuhan para pelanggan adalah survai,wawancara,dan observasi. 
b. Menerapkan model Citizen’s Charter  
 Agar birokrasi lebih responsif terhadap pelanggan atau pengguna 
layanan, Osborne dan plastrik (1997) mengenalkan  ide citizen’s  charter 
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(kontrak pelayanan), yaitu standar pelayanan yang ditetapkan 
berdasarkan aspirasi  dari  pelanggan,  dan  birokrasi  berjanji  untuk  
memenuhinya. Citizen’s charter adalah  suatu  pendekatan  dalam  
menyelenggarakan layanan  publik  yang  menempatkan  pengguna  
layanan  atau  pelanggan sebagai pusat perhatian.  
 Citizen’s charter pada dasarnya merupakan kontrak social antara 
birokrasi dan pelanggan untuk menjamin kualitas pelayanan publik. 
Melalui kontrak  pelayanan,  hak  dan  kewajiban  pengguna  maupun  
penyedia layanan disepakati, didefinisikan, dan diatur secara jelas. 
Prosedur, biaya, dan  waktu  pelayanan  juga  harus  didefinisikan  dan  
disepakati  bersama, tentunya dengan mengkaji peraturan yang ada 
secara kritis. Dengan mengadopsi kontrak pelayanan, birokrasi juga 
harus menetapkan sistem untuk menangani keluhan pelanggan dengan 
tujuan memperbaiki kinerjanya secara terus menerus. 
II. 2. 4. Prinsip Hakekat Responsivitas dalam Pelayanan Publik 
 Potter dalam Acmad Nurmandi 2010 : 49-50 menyampaikan lima prinsip 
tentang Hakekat Responsitas di dalam pelayanan publik yaitu : 
1. Access : warga negara berhak mengetahui apa kriteria-ktriteria 
perwakilan politiknya yang harus diterapkan dan alasannya. 
2. Choice : system quasi market yang diterapkan di dalam pelayanan 
pendidikan dan kesehatan akan memperluaskan “choise” pada orang 
tua dan pasien. Potter juga mengusulkan system tambahan seperti 
system complain yang mudah, pengawasan independent pihak 
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eksternal, publikasi indikator kinerja yang diketahui public sejauhmana 
unit pelayanan memenuhi kebutuhan pengguna, perlindungan klien. 
3. Information: pengguna pelayanan memerlukan informasi tentang: 
 Eksistensi pelayanan 
 Tujuan pelayanan 
 Standar atau kualitas pelayanan yang ditawarkan 
 Hak untuk memanfaatkan pelayanan dan complain jika memuaskan 
 Cara pelayanan dan pengambilan keputusan diorganisir 
 Keputusan-keputusan khusus yang diambil 
 Alasan-alasan membuat keputusan tersebut 
4. Redres : keberadaan publisitas dan menanggapi complain. 
5. Respensentation: konsumen seharusnya terlibat di dalam semua 
tahapan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut 
kepentingannya. 
II. 3. Konsep Persampahan 
II. 3. 1. Definisi sampah 
Menurut World Health Organization (WHO) definisi sampah adalah 
sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang 
dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya . 
Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan 
sampah menjelaskan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau 
dari proses alam yang berbentuk padat (Ayat 1). 
Para ahli kesehatan masyarakat Amerika membuat batasan, sampah 
(waste) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau 
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sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi 
dengan sendirinya. Dari batasan ini jelas bahwa sampah adalah hasil kegiatan 
manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna. Dengan demikian sampah 
mengandung prinsip sebagai berikut : 
1. Adanya sesuatu benda atau bahan padat 
2. Adanya hubungan langsung/tidak langsung dengan kegiatan manusia 
3. Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi (Notoatmojo dalam skripsi Sri 
Endah Hastuti 2015 :27). 
Juli Soemirat (1994) berpendapat bahwa sampah adalah sesuatu yang 
tidak dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Azwar (1990) mengatakan 
yang dimaksud dengan sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, 
tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari 
kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) tetapi bukan 
biologis karena kotoran manusia (human waste) tidak termasuk kedalamnya. 
Selanjutnya, Manik (2003) mendefinisikan sampah sebagai suatu benda yang 
tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh 
kegiatan manusia. (pendapat dari Juli Soemirat, Azwar, dan Manik dikutip dari 
skripsi Sri Endah Hastuti 2015 : 27). 
II. 3. 2. Jenis-jenis sampah 
 Jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang 
berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah 
sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah 
institusi/kantor/sekolah, dan sebagainya.  
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(Gelbert dkk, 1996) seperti yang dikutip melalui Kajian Pustaka.com 
(2015) menjelaskan terkait jenis-jenis sampah. Berdasarkan asalnya, sampah 
padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut : 
1. Sampah organic, adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan 
hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. 
Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah 
rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk 
sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, 
pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit 
buah, daun dan ranting. Selain itu, pasar tradisional juga banyak 
menyumbangkan sampah organik seperti sampah sayuran, buah-buahan 
dan lain-lain. 
2. Sampah Anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan 
non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi 
pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi : 
sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah 
kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar 
anorganik tidak dapat diurai oleh alam/ mikroorganisme secara 
keseluruhan (unbiodegradable). Sementara, sebagian lainnya hanya 
dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat 
rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng. 
II. 3. 3. Sumber-sumber sampah 
a. Sampah yang berasal dari pemukiman (domestic wastes). 
Sampah ini terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah 
tangga yang sudah dipakai dan dibuang, seperti sisa-sisa makanan baik yang 
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sudah dimasak atau belum, bekas pembungkus baik kertas, plastik, daun, dan 
sebagainya, pakaian-pakaian bekas, bahan-bahan bacaan, perabot rumah 
tangga, daun-daunan dari kebun atau taman. 
b. Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum. 
Sampah ini berasal dari tempat-tempat umum, seperti pasar, tempat-
tempat hiburan, terminal bus, stasiun kereta api, dan sebagainya. Sampah ini 
berupa kertas, plastik, botol, daun, dan sebagainya. 
c. Sampah yang berasal dari perkantoran. 
Sampah ini dari perkantoran baik perkantoran pendidikan, perdagangan, 
departemen, perusahaan, dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas-kertas, 
plastik, karbon, klip dan sebagainya. Umumnya sampah ini bersifat anorganik, 
dan mudah terbakar (rubbish). 
d. Sampah yang berasal dari jalan raya. 
Sampah ini berasal dari pembersihan jalan, umumnya terdiri dari: kertas-
kertas, kardus-kardus, debu, batu-batuan, pasir, sobekan ban, onderdil-onderdil 
kendaraan yang jatuh, daun-daunan, plastic, dan sebagainya. 
e. Sampah yang berasal dari industri (industrial wastes). 
Sampah ini berasal dari kawasan industri, termasuk sampah yang berasal 
dari pembangunan industri, dan segala sampah yang berasal dari proses 
produksi, misalnya : sampah-sampah pengepakan barang, logam, plastik, kayu, 
potongan tekstil, kaleng, dan sebagainya. 
f. Sampah yang berasal dari pertanian/perkebunan. 
Sampah ini sebagai hasil dari perkebunan atau pertanian misalnya: 
jerami, sisa sayur-mayur, batang padi, batang jagung, ranting kayu yang patah, 
dan sebagainya. 
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g. Sampah yang berasal dari pertambangan. 
Sampah ini berasal dari daerah pertambangan, dan jenisnya tergantung 
dari jenis usaha pertambangan itu sendiri, maisalnya: batu-batuan, tanah/cadas, 
pasir, sisa-sisa pembakaran (arang), dan sebagainya. 
h. Sampah yang berasal dari petenakan dan perikanan. 
Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan ini, berupa : kotoran 
kotoran ternak, sisa-sisa makanan bangkai binatang, dan sebagainya 
(Notoatmojo dalam skripsi Sri Endah Hastuti 2015 : 29). 
II. 3. 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kuantitas dan Kualitas Sampah 
Menurut (Slamet dalam skripsi Sri Endah Hastuti 2015 : 31) sampah baik 
kualitas maupun kuantitasnya sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan 
taraf hidup masyarakat. Beberapa faktor yang penting antara lain : 
a. Jumlah Penduduk 
Dapat dipahami dengan mudah bahwa semakin banyak penduduk 
semakin banyak pula sampahnya. Penanganan sampah pun berpacu dengan 
laju pertambahan penduduk. 
b. Keadaan sosial ekonomi 
Semakin tinggi keadaan social ekonomi masyarakat, semakin banyak 
jumlah perkapita sampah yang dibuang. Kualitas sampahnya pun semakin 
banyak bersifat tidak dapat busuk. Perubahan kualitas sampahnya ini, tergantung 
pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku serta kesadaran masyarakat 
akan persoalan persampahan. Kenaikan kesejahteraan ini pun akan 
meningkatkan kegiatan konstruksi dan pembaharuan bangunan-bangunan, 
transportasi pun bertambah, dan produk pertanian, industry dan lain-lain akan 
bertambah dengan konsekuensi bertambahnya volume dan jenis sampah. 
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c. Kemajuan teknologi 
Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, 
karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan dan 
produk manufaktur yang semakin beragam pula. 
d. Tingkat pendidikan 
Menurut (Hermawan dalam skripsi Sri Endah Hastuti 2015 : 32). Untuk 
meningkatkan mutu lingkungan, pendidikan mempunyai peranan penting karena 
melalui pendidikan, manusia makin mengetahui dan sadar akan bahaya limbah 
rumah tangga terhadap lingkungan, terutama bahaya pencemaran terhadap 
kesehatan manusia dan dengan pendidikan dapat ditanamkan berpikir kritis, 
kreatif dan rasional. Semakin tinggi tingkat pendidikan selayaknya semakin tinggi 
kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam penanganan sampah. 
II. 3. 5. Pelayanan Pengelolaan sampah 
Pada pasal 11 UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah 
dijelaskan setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan 
sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu. 
Menurut (Reksosoebroto dalam skripsi Sri Endah Hastuti 2015 : 32) 
penanganan sampah sangat penting untuk mencapai kualitas lingkungan yang 
bersih dan sehat, dengan demikian sampah harus dikelola dengan sebaik-
baiknya sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak 
sampai terjadi. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu penanganan sampah 
dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembangbiaknya 
bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi media perantara menyebar 
luasnya suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus terpenuhi dalam penanganan 
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sampah ialah tidak mencemari udara, air, dan tanah, tidak menimbulkan bau 
(segi estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya. 
Techobanoglous (dalam skripsi Sri Endah Hastuti 2015 : 33) mengatakan 
penanganan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan 
pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan (sementara), pengumpulan, 
pemindahan dan pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan sampah dengan 
suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan 
masyarakat, ekonomi, teknik (engineering), perlindungan alam (conservation), 
keindahan dan pertimbangan lingkungan lainnya dan juga mempertimbangkan 
sikap masyarakat. 
Menurut (Cunningham dalam skripsi Sri Endah Hastuti 2015 : 33) tahap 
penanganan sampah modern terdiri dari 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebelum 
akhirnya dimusnahkan atau dihancurkan. 
II. 3. 6. Hambatan dalam Pengelolaan Sampah  
Menurut Slamet (2004) masalah pengelolaan sampah di Indonesia 
merupakan masalah yang rumit karena :  
1. Cepatnya perkembangan teknologi, lebih cepat daripada kemampuan 
masyarakat untuk mengelola dan memahami persoalan persampahan.  
2. Meningkatnya tingkat hidup masyarakat, yang tidak disertai dengan 
keselarasan pengetahuan tentang persampahan. 
3. Kebiasaan pengelolaan sampah yang tidak efisien menimbulkan 
pencemaran udara, tanah dan air, gangguan estetika dan memperbanyak 
populasi lalat dan tikus . 
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4. Semakin sulitnya mendapatkan lahan sebagai tempat pembuangan akhir 
sampah, selain tanah serta formasi tanah yang tidak cocok bagi 
pembuangan sampah, juga terjadi kompetisi yang semakin rumit akan 
penggunaan tanah.  
5. Semakin banyaknya masyarakat yang berkeberatan bahwa daerahnya 
dipakai tempat pembuangan sampah.  
6. Kurangnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan.  
7. Sulitnya menyimpan sampah sementara yang cepat busuk, karena 
cuaca yang panas.  
8. Sulitnya mencari partisipasi masyarakat untuk membuang sampah pada 
tempatnya dan memelihara kebersihan.  
9. Pembiayaan yang tidak memadai, mengingat bahwa sampai saat ini 
kebanyakan sampah dikelola oleh jawatan pemerintah.  
10. Pengelolaan sampah dimasa lalu dan saat ini kurang memperhatikan 
faktor non teknis seperti partisipasi masyarakat dan penyuluhan tentang 
hidup sehat dan bersih.  
II. 4. Kerangka Pikir 
 Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 
penting (Sugiono, 2013 : 65). 
 Pelayanan terhadap pengelolaan sampah masih menjadi perhatian bagi 
masyarakat Kota Makassar secara umum. Karena pada hakekatnya pemerintah 
dituntut untuk memberikan pelayanan khususnya dalam pengelolaan sampah 
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secara baik agar dapat menekan angka pencemaran lingkungan dan 
meningkatkan kualitas kesehatan melalui pengelolaan sampah. 
 Responsivitas pelayanan dapat digunakan untuk menilai sejauh mana 
pemerintah serius dalam memberikan layanan. Dalam hal pengelolaan sampah 
di Kota Makassar, responsivitas pelayanan dapat dilihat dari seberapa tanggap 
Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 
menindaklanjuti masalah dan keluhan mengenai sampah dari masyarakat. 
Untuk mengukur responsivitas pelayanan Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan Kota Makassar, maka penulis menggunakan enam indikator  yang di 
kemukakan oleh Ziethaml, dkk dalam hardiyansyah (2011 : 46) sebagai berikut : 
a) Merespon setiap pelanggan / pemohon yang ingin mendapatkan 
pelayanan. Indikator  ini  mencakup  sikap  dan  komunikasi  yang  baik  
dari  para  penyedia layanan.  
b) Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cepat. 
Pelayanan  dengan  cepat  ini  berkaitan  dengan  kesigapan  dan  
ketulusan penyedia  layanan dalam  menjawab  pertanyaan  dan  
memenuhi  permintaan pelanggan.  
c) Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan tepat.  
Yaitu  tidak  terjadi  kesalahan  dalam  melayani,  artinya  pelayanan  
yang diberikan  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat  sehingga  tidak  
ada yang merasa dirugikan atas pelayanan yang didapatnya.  
d) Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cermat.  
Berarti  penyedia  layanan harus  selalu  focus  dan  sungguh-sungguh  
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
e) Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat. 
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Waktu yang tepat berarti pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat 
dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan sehingga dapat 
memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.  
f) Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas.  
Bahwa  setiap  penyedia  layanan harus menyediakan  akses  kepada 
masyarakat untuk dapat menyampaikan keluhannya dan dapat dicarikan 
solusi yang terbaik. 
 Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskanlah kerangka konsep dari 
penilitian ini sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar II.1. Kerangka Konseptual 
 
 
 
Pelayanan Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan 
Kota Makassar 
Responsivitas Pelayanan menurut 
Zeithaml, dkk dalam Hardiyansyah (2011:46): 
1. Kemampuan merespon pelanggan 
2. Kecepatan melayani 
3. Ketepatan melayani 
4. Kecermatan melayani 
5. Ketepatan waktu melayani 
6. Kemampuan menanggapi keluhan 
 
Pelayanan yang 
Responsif 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
III. 1. Pendekatan dan jenis penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang 
bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui 
pengumpulan data. Penelitian ini muncul  karena adanya perubahan paradigma 
sehingga dapat dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, 
dinamis dan penuh makna. 
Menurut Denzin dan Lincoln (2009) dalam Juliansyah (2011 : 33) 
menjelaskan pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan 
pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu 
fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti 
menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara 
peneliti dan subjek yang diteliti.  
Menurut Bodgan dan Biklen dalam Sugiyono (2005:9), secara umum 
penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut : 
1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti 
adalah instrumen kunci. 
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk 
kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. 
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau 
outcome. 
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. 
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati). 
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III. 2. Tipe dan dasar penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif, yaitu memberikan  gambaran, penjelasan yang tepat secara 
obyektif tentang keadaan  sebenarnya dari obyek yang diteliti. Tipe penelitian 
yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif 
dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang 
diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara sistematis. Tipe 
deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di 
dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan 
menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi (Mardalis dalam 
skripsi Syarifah Muslimah 2016 : 51). 
Dasar penelitian yang dilakukan adalah individu yaitu teknik pengumpulan 
data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan- keterangan lisan melalui 
bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan 
keterangan (Mardalis dalam skripsi Syarifah Muslimah 2016 : 51). 
III. 3. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian digunakan sebagai dasar di dalam pengumpulan data 
dan berfungsi untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap 
penulisan karya ilmiah ini. Fokus penelitian merupakan bagian dari kerangka pikir 
yang digunakan sebagai dasar dalam memulai suatu penelitian dan 
mempermudah dalam mengumpulkan data. 
Untuk mengukur sejauhmana tingkat responsivitas yang dimiliki Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, maka penulis menggunakan 
pengukuran responsivitas berdasarkan beberapa hal yang dikemukakan oleh 
Zeithaml, dkk yaitu:  
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1. Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan 
pelayanan. Indikator  ini  mencakup  sikap  dan  komunikasi  yang  baik  
dari  para  penyedia layanan. Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana 
sikap dan komunikasi Dinas Pertamanan dan Kebersihan serta petugas 
dalam merespon seluruh pemohon. 
2. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cepat. Pelayanan  
dengan  cepat  ini  berkaitan  dengan  kesigapan  dan  ketulusan 
penyedia  layanan dalam  menjawab  pertanyaan  dan  memenuhi  
permintaan pelanggan. Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana 
kesigapan dari petugas Dinas Pertamanan dan Kebersihan terkait 
keluhan yang diberikan masyarakat mengenai sampah. 
3. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan tepat. Yaitu  tidak  
terjadi  kesalahan  dalam  melayani,  artinya  pelayanan  yang diberikan  
sesuai  dengan  keinginan  masyarakat  sehingga  tidak  ada yang 
merasa dirugikan atas pelayanan yang didapatnya. Dalam penelitian ini 
akan dilihat bagaimana ketepatan Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
dalam memberikan pelayanan persampahan seperti menyediakan sarana 
dan prasarana serta TPA yang layak. 
4. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cermat. Berarti  
penyedia  layanan harus  selalu  focus  dan  sungguh-sungguh  dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini akan 
dilihat bagaimana tindakan Dinas Pertamanan dan Kebersihan sudah 
benar dalam menanggapi setiap keluhan masyarakat. 
5. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat. 
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Waktu yang tepat berarti pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat 
dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan sehingga dapat 
memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian 
ini akan dilihat bagaimana ketepatan waktu Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan dalam pengangkutan sampah. 
6. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas. Bahwa  setiap  
penyedia  layanan harus menyediakan  akses  kepada masyarakat untuk 
dapat menyampaikan keluhannya dan dapat dicarikan solusi yang terbaik. 
Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan dalam menidaklanjuti segala keluhan masyarakat. 
III. 4. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di 1) Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota 
Makassar yang beralamat di JL. Urip Sumihardjo, No. 8, Makassar, Sulawesi 
Selatan, 2) TPA Tamangapa Antang, 3) Kecamatan Tamalate, 4) Kecamatan 
Ujung Pandang. Lokasi- lokasi tersebut dipilih karena Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan kota Makassar merupakan instansi pemerintah yang berkaitan 
dengan pelayanan sampah di Kota Makassar dan beberapa kecamatan yang 
dinilai memiliki perbedaan atas pelayanan persampahan. 
III. 5. Sumber data 
Menurut (Lofland dan Lofland dalam skripsi Sri Endah Hastuti 2015 : 37) 
bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 
tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 
Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu: 
1. Data Primer 
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Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 
wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang 
dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan 
sebenarnya di lapangan. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari 
literatur dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi 
yaitu dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar 
dengan permasalahan di lapangan yang terdapat pada lokasi 
penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan 
penelitian. 
III. 6. Narasumber dan Informan 
 Narasumber dan informan adalah pihak-pihak yang memiliki pemahaman 
dan berpotensi memberikan informasi terkait penelitian ini guna memperoleh 
data dan informasi yang akurat. Berhubung penelitian ini menyangkut pelayanan 
persampahan maka yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu: 
 Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. 
 Pegawai / staff Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar. 
 Pegawai / staff Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Ujung Pandang 
 Staff TPA Tamangapa Antang 
 Petugas pengangkut sampah/ kebersihan. 
 Masyarakat Kota Makassar pada umumnya dan masyarakat yang tinggal 
di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Ujung Pandang pada Khususnya 
III. 7. Teknik pengumpulan data 
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, 
yaitu : 
1. Wawancara mendalam (indepth interview) 
Wawancara adalah kegiatan Tanya jawab antara dua orang atau lebih 
secara langsung. Wawancara secara langsung merupakan 
pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) 
terhadap responden atau informan, untuk menggali informasi yang 
relevan dengan tujuan penelitian (Pasolong, 2013 :137). 
Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak 
terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) 
maupun menggunakan telepon. (Sugiyono, 2013 : 157) 
2. Observasi 
Observasi menurut Young dan Schmidt (1973), adalah sebagai 
pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap 
fenomena-fenomena yang Nampak. (Pasolong, 2013 : 131) 
Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna 
memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang 
diteliti. 
Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan 
suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai 
proses biologis dan psikhologis. Teknik pengumpulan data dengan 
observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku 
manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang 
diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2013 : 166). 
3. Studi Dokumen 
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Studi dokumen, yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka 
dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan 
dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan, 
jurnal, karya tulis ilmiah. 
III. 8. Teknik analisis data 
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 
periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis 
terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah 
dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan 
lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. 
Langkah –langkah analisis data setelah dilakukannya pengumpulan yaitu; 
1. Reduksi data (Data Reduction) 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 
demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 
jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 
2. Penyajian data (Data Display) 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 
data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 
sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan 
data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 
Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami 
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apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 
telah dipahami tersebut. 
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (Conclusion Drawing/verfivation) 
Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 
bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat 
yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti 
yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 
data, maka kseimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 
kredibel. 
. 
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BAB IV 
GAMBARAN LOKASI PENELITIAN 
IV. 1. Gambaran umum Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sebagai Institusi 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar yang pembentukannya 
diharapkan akan lebih kaya dengan fungsinya agar dapat memberikan inspirasi 
dan imajinasi dalam mengakomodasi dan memfasilitasi kepentingan pelayanan 
terhadap masyarakat dalam bidang penanganan kebersihan dan ruang terbuka 
hijau (RTH) serta pemakaman. Selain daripada itu institusi ini memiliki tugas dan 
fungsi yang sangat luas dalam mengakselerasikan hasil pembangunan 
mendukung terciptanya pelestarian lingkungan hidup, karena itu kapasitas 
kinerjanya diharapkan akan lebih efektif dan efisien.  
Pembentukan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sesuai 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 7 Juni 2009 
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dimana dalam kedudukannya 
merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar dengan : 
 Tugas Pokok : 
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar mempunyai tugas pokok 
merumuskan, membina, mengendalikan kebijakan di bidang pertamanan, 
penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan / 
persampahan, penanganan pemakaman dan Tempat Penanganan Akhir 
Sampah (TPA) 
 Fungsi : 
a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan umum di bidang 
pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan 
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kebersihan/persampahan, penanganan pemakaman dan Tempat Pembuangan  
Akhir (TPA) Sampah 
b. Penyusunan rencana dan program pembinaan, pengembangan di bidang 
pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan 
kebersihan/persampahan, penanganan pemakaman dan Tempat Pembuangan 
Akhir Sampah 
c. Penyusunan rencana dan program pengkoordinasian dan kerja sama dengan 
pihak terkait di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, 
penyelenggaraan kebersihan / persampahan, penanganan pemakaman dan 
Tempat Pembuangan Akhir Sampah 
d. Penyusunan rencana dan program penertiban, peningkatan peran serta 
masyarakat di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, 
penyelenggaraan kebersihan / persampahan, penanganan pemakaman dan 
Tempat Pembuangan Akhir Sampah 
e. Pelayanan perizinan pemakaman 
f. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional penanganan 
keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada 
dalam penguasaannya 
g. Pelaksanaan kesekretariatan dinas 
h. Pembinaan unit pelaksana teknis 
IV. 2. Visi dan Misi 
 Sebuah organisasi tentunya memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai. 
Dalam pencapaian sebuah tujuan tersebut diperlukan pula sebuah perencanaan 
yang kongkret serta tindakan yang nyata. Visi dan misi pada umumnya 
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merupakan konsep perencanaan yang disusun sebagai landasan bergerak 
sebuah organisasi dalam proses pencapaian tujuan.  
 Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar yang merupakan 
Institusi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar yang bertugas 
memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang pengelolaan 
kebersihan dan ruang terbuka hijau (RTH) serta pemakaman di Kota Makassar 
tentunya juga memiliki Visi dan Misi yang ingin dicapai. 
 Berikut Visi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar: 
 Visi: 
 “Mewujudkan Kota Makassar ASRI dan NYAMAN berkelas dunia.” 
 Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan Misi Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sebagai berikut: 
 Misi: 
A. Mengurangi laju timbulan sampah dalam rangka pengelolaan 
persampahan / kebersihan yang berkelanjutan (Zero Waste 
Management); 
B.  Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan system pengelolaan 
persampahan / kebersihan dan pengelolaan Ruang terbuka hijau (RTH); 
C. Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia usaha / 
swasta dalam pengelolaan persampahan / kebersihan dan pengelolaan 
Ruang Terbuka Hijau (RTH); 
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D. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam system 
pengelolaan persampahan / kebersihan dan pengelolaan Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) sesuai dengan prinsip good and cooperate governance; 
E. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan 
persampahan / kebersihan dan pengelolaan RTH; 
F. Menerapkan inovasi dan teknologi hijau dalam pengelolaan persampahan 
dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).  
IV. 3. Struktur dan uraian tugas pokok Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
 Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pertamanan 
dan Kebersihan Kota Makassar memiliki perangkat organisasi yang tercantum 
dalam struktur organisasi dengan uraian tugas sebagai berikut: 
A. Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi 
seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota 
Makassar. Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a. Penanganan kesekretariatan 
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian dinas 
c. Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD 
d. Pelaksanaan urusan perlengkapan 
e. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga 
54 
 
f. Pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas Pertamanan 
dan Kebersihan Kota Makassar 
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
B. Sub Bagian Umum Kepegawaian 
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun 
rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola 
administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas. 
Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Umum dan 
Kepegawaian; 
b. Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi 
surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusikan surat sesuai 
bidang 
c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas 
d. Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pension 
e. Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar 
f. Menghimpun dan mengsosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang 
kepegawaian dalam lingkup dinas 
g. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang 
kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan 
h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang 
tugasnya 
i. Melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar 
j. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerja 
masing-masing 
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k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
C. Sub Bagian Keuangan 
Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan 
melaksanakan tugas teknis keuangan. Subbagian Keuangan menyelenggarakan 
fungsi : 
a. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan 
b. Mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah 
c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran 
(RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang 
dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda melalui 
Kepala Dinas 
d. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan 
dinas 
e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
dari masing-masing satuan kerja 
f. Menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan 
Subbagian Perlengkapan 
g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
D. Sub Bagian Perlengkapan 
Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan 
melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi 
semua pengadaan barang. Subbagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi : 
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a. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Perlengkapan 
b. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) 
c. Meminta usulan rencana Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dari semua 
bidang dalam Lingkup Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
d. Membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB) 
e. Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) 
f. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan 
penyusunan APBD 
g. Menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada lingkup Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan 
h. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang 
inventaris daerah 
i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
E. Bidang Pertamanan 
Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan 
pemeliharaan taman, tata keindahan taman (dekorasi) kota serta pembibitan dan 
pengembangan tanaman. Bidang Pertamanan menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya 
b. Penyiapan perumusan kebijaksanan umum dan teknis pembangunan, 
pemeliharaan taman dan tata keindahan (dekorasi) kota, pembibitan dan 
pengembangan tanaman 
c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dan 
pemeliharaan di bidang pertamanan, dan tata keindahan (dekorasi) luar dan 
dalam ruang, pembibitan dan pengembangan tanaman 
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d. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pembangunan dan 
pemeliharaan taman, serta penataan keindahan 
e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pembibitan dan 
pengadaan tanaman hias dan pohon pelindung yang siap ditanam 
f. Penanganan administrasi urusan tertentu 
F. Seksi Pembangunan Taman 
Seksi Pembangunan Taman mempunyai tugas melaksanakan 
pembangunan, penataan dan pengembangan fungsi-fungsi taman kota. Seksi 
Pembangunan Taman menyelenggarakan fungsi : 
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pembangunan 
Taman 
b. Penyiapan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan penataan 
taman-taman kota 
c. Penyiapan program kegiatan pengembangan fungsi dan pengakserasian 
taman-taman kota 
d. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pembangunan dan 
pengembangan taman-taman kota 
e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pembangunan dan pengembangan 
taman-taman kota 
f. Pelaksanaan kerjasama pembangunan dan pemanfaatan fungsi tamantaman 
kota 
g. Penyiapan dan pelaksanaan tata keindahan (dekorasi) meliputi pemasangan 
umbul-umbul dan atau sejenisnya, pembuatan astifisial, rekayasa taman dan 
ornamen-ornamen keindahan kota, penataan keindahan dan atau dekorasi baik 
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di luar maupun di dalam ruangan dalam rangka hari-hari besar Nasional, Daerah, 
Keagamaan, acaraacara seremoni Kenegaraan dan Daerah 
h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
G. Seksi Pemeliharaan Taman 
Seksi Pemeliharaan Taman mempunyai tugas melaksanakan 
pemeliharaan taman kota, pengawasan dan pengendalian tata keindahan 
(dekorasi) kota. Seksi Pemeliharaan Taman menyelenggarakan fungsi : 
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pemeliharaan 
Taman 
b. Penyiapan dan pelaksanaan program kegiatan pemeliharaan dan pengawasan 
taman kota 
c. Penyiapan program pelaksanaan kegiatan pengembangan pertamanan dan 
tata keindahan (dekorasi) kota 
d. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pelaksanaan 
pertamanan dan tata keindahan (dekorasi) kota 
e. Pelaksanaan pemeliharaan dan penanganan sarana dan prasarana taman 
f. Melakukan kegiatan pembersihan dan perapihan taman berupa penyapuan, 
pembabatan rumput, pemangkasan taman, penyiangan, penyisipan, penggantian 
tanaman atau peremajaan tanaman 
g. Melakukan penyiraman tanaman dan pemupukan secara rutin/berkala dan 
teratur 
h. Pelaksanaan kerjasama penanganan ruang terbuka hijau dan tata keindahan 
(dekorasi) kota 
i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
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j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
H. Seksi Pembibitan 
Seksi Pembibitan mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan 
pembibitan dan pengembangan tanaman hias dan pohon pelindung yang siap 
ditanam. Seksi Pembibitan menyelenggarakan fungsi : 
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pembibitan 
b. Penyiapan dan pelaksanaan program kegiatan pembibitan tanaman hias dan 
pohon pelindung 
c. Penyiapan program penataan ruang-ruang pembibitan dan pengembangan 
tanaman, baik tanaman hias maupun pohon-pohon penghijauan 
d. Melakukan pencatatan dan pelaporan atas jumlah produksi, jenis tanaman 
serta pencatatan dan pelaporan atas permintaan dan distribusi tanaman 
e. Melakukan pengembangan bibit tanaman hias maupun pohon-pohon 
penghijauan 
f. Penyiapan bibit tanaman hias dan pohon pelindung yang siap tanam 
g. Pelaksanaan pengkoordinasian penanganan dan pengembangan pembibitan 
tanaman hias dan pohon penghijauan 
h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
I. Bidang Penghijauan Kota  
Bidang Penghijauan Kota mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, 
pelaksanaan dan pengembangan kawasan penghijauan kota, serta 
melaksanakan pengawasan dan pengusutan. Bidang Penghijauan Kota 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya 
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b. Penetapan peraturan daerah bidang penataan Ruang Terbuka Hijau Kota 
c. Perencanaan kebutuhan dan teknik penanganan/pembangunan, penghijauan 
dan tata kendahan (dekorasi) kota pada kawasan dan jalur hijau kota 
d. Perumusan standar pelaksanaan umum dan teknis pembangunan, 
pemeliharaan kawasan dan jalur hijau kota, dan tata keindahan (dekorasi) kota 
e. Penyusunan bahan evaluasi penghijauan kota meliputi pelaksanaan 
pembangunan dan pemeliharaan pada kawasan dan jalur penghijauan kota serta 
kegiatan pengawasan dan pengusutan 
f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengawasan dan 
pengusutan di bidang penghijauan kota 
g. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan penanganan kerjasama 
pengembangan kawasan ruang terbuka hijau 
h. Penanganan administrasi urusan tertentu 
J. Seksi Pembangunan Kawasan Hijau 
Seksi Pembangunan Kawasan Hijau mempunyai tugas melaksanakan 
perencanaan, pembangunan, pengembangan dan evaluasi penanganan 
kawasan penghijauan kota. Seksi Pembangunan Kawasan Hijau 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pembangunan 
Kawasan Hijau 
b. Perencanaan kebutuhan dan teknik penanganan/pembangunan, penghijauan 
dan tata keindahan (dekorasi) kota pada kawasan dan jalur hijau kota 
c. Pelaksanaan pendataan dan penyajian informasi tentang kawasan ruang 
terbuka hijau kota dalam rangka perumusan perencanaan, pelaksanaan, 
pembangunan dan pengembangan kawasan hijau kota 
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d. Merencanakan dan melaksanakan penghijauan kota, melakukan koordinasi 
dan memfasilitasi pelaksanaan penanaman tanaman penghijauan, baik yang 
dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh masyarakat 
e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dengan instansi terkait terhadap 
penempatan atau pemasangan iklan/reklame atau aksesoris lainnya pada area 
atau kawasan hijau kota, baik yang dilaksanakan oleh biro advertising maupun 
penyelenggara lainnya 
f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penanganan 
penghijauan yang meliputi pelaksanaan pembangunan dan kegiatan penanaman 
tanaman penghijauan serta pembinaan partisipasi masyarakat 
g. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengawasan dan 
pengusutan di bidang penghijauan kota 
h. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan penanganan kerjasama 
pengembangan kawasan ruang terbuka hijau 
i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
K. Seksi Pemeliharaan Kawasan Hijau 
Seksi Pemeliharaan Kawasan Hijau mempunyai tugas melaksanakan 
pemeliharan, pembinaan dan sosialisasi, partisipasi dan kerjasama penanganan 
kawasan penghijauan kota. Seksi Pemeliharaan Kawasan Hijau 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pemeliharaan 
Kawasan Hijau 
b. Melaksanakan pemeliharaan kawasan dan jalur penghijauan, dan tata 
keindahan kota 
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c. Memfasilitasi, mengakomodasi peran serta masyarakat dalam pemeliharaan 
kawasan penghijauan kota 
d. Melaksanakan kerjasama dalam bidang pembinaan kawasan penghijauan kota 
bersama dengan instansi terkait untuk pemeliharaan dan penanganan kawasan 
penghijauan kota 
e. Melakukan pemangkasan, perapihan dan penebangan pohon pada kawasan 
dan jalur hijau kota berdasarkan analisis dan pertimbangan, untuk kepentingan 
rasa aman, ekologis dan estetika kota 
f. Menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan Ruang 
Terbuka Hijau dan tata keindahan kota 
g. Melaksanakan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 
dalam bidang penghijauan kota 
h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang 
tugasnya 
i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
L. Seksi Pengawasan dan Pengusutan 
Seksi Pengawasan dan Pengusutan mempunyai tugas melaksanakan 
pengawasan, pengendalian dan pengusutan terhadap kegiatan yang diduga 
terdapat perbuatan melanggar hukum atas tindakan terhadap keselamatan 
kawasan dan jalur penghijauan kota. Seksi Pengawasan dan Pengusutan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengawasan 
dan Pengusutan 
63 
 
b. Melaksanakan inventarisasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang merupakan 
kawasan dalam pengawasan dan pembinaan areal penghijauan yang berada 
dalam wilayah Kota Makassar 
c. Menyusun perencanaan dan pedoman tindak lanjut terhadap pengawasan dan 
pengusutan atas pelanggaran terhadap keselamatan kawasan penghijauan 
d. Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan monitoring terhadap kawasan 
dan jalur hijau binaan serta melaksanakan koordinasi instansi terkait untuk bahan 
pengusutan atas adanya dugaan gangguan dan atau pelanggaran atas kawasan 
penghijauan kota 
e. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik untuk pemberian izin 
pemangkasan dan izin penebangan pohon pelindung 
f. Mengeluarkan rekomendasi untuk pemangkasan dan penebangan pohon 
g. Mendorong, memfasilitasi, dan memediasi peran serta dan tanggung jawab 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban dan keikutsertaan terhadap penyediaan 
lahan/persil dalam rangka pengembangan kawasan hijau kota sebagaimana 
diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku 
h. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat, lembaga 
keagamaan dan lembaga sosial lainnya dalam rangka mengapreasiasi tugas 
pengawasan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau 
i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
M. Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota 
Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat, pengembangan 
partisipasi masyarakat, penyuluhan/pembinaan dan penyadaran masyarakat 
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dalam bidang teknik Penanganan Kebersihan/Persampahan. Bidang 
Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota menyelenggarakan fungsi : 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis kelembagaan peran 
serta masyarakat dalam penyelenggaraan Bidang Pengembangan Kapasitas 
Kebersihan Kota 
c. Penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan peran serta masyarakat 
kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Bidang Pengembangan Kapasitas 
Kebersihan Kota 
d. Penyiapan bahan bimbingan teknis, penyuluhan, sosialisasi kebijakan 
penyelenggaraan Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota 
e. Mengembangkan lokasi-lokasi percontohan peran serta masyarakat dalam 
kegiatan kebersihan/persampahan serta mempromosikan program kegiatan 3 R; 
kegiatan persampahan (penanganan daur ulang) yang berorientasi peningkatan 
sumber daya manusia, lingkungan dan ekonomi 
f. Penanganan administrasi urusan tertentu 
N. Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 
Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat dalam 
penyelenggaraan kebersihan/persampahan. Seksi Pembinaan Kelembagaan 
Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pembinaan 
Kelembagaan Masyarakat 
b. Membina dan mengembangkan fungsi kelembagaan masyarakat dalam 
penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota 
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c. Penyiapan bahan kebijakan umum dan teknis penanganan lembaga 
masyarakat dalam penyelenggaraan kebersihan/persampahan 
d. Membimbing pemberdayaan lembaga masyarakat dalam penyelenggaraan 
kebersihan/persampahan kota 
e. Mengembangkan potensi kelembagaan masyarakat dalam penyelenggaraan 
kebersihan/persampahan kota 
f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
g. Melaksanakan bidang kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
O. Seksi Pengembangan Partisipasi 
Seksi Pengembangan Partisipasi mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan  
penanganan kebersihan/persampahan kota. Seksi Pengembangan Partisipasi 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengembangan 
Partisipasi 
b.Membina dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota 
c. Penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan partisipasi masyarakat 
dalam inovasi kreasi teknologi penanganan kebersihan/persampahan 
d. Membimbing pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 
kebersihan/persampahan kota 
e. Mengembangkan potensi/sumber daya kreatifitas masyarakat dalam 
penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota 
f. Pelaksanaan kerjasama pengembangan partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan kebersihan/persampahan 
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g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang 
tugasnya 
h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
P. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik 
Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan kebersihan/ persampahan kota. Seksi Penyuluhan dan 
Pembinaan Teknik menyelenggarakan fungsi : 
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Penyuluhan dan 
Pembinaan Teknik 
b. Penyiapan bahan bimbingan teknis, penyuluhan, sosialisasi kebijakan 
penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota 
c. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan teknik penanganan bagi 
penyelenggara kegiatan kebersihan/persampahan kota 
d. Melaksanakan pembuatan dan pemasangan papan himbauan/baliho, brosur, 
leafpleat, booklet dokumen promosi bahan pameran dalam penyelenggaraan 
kegiatan kebersihan/persampahan kota 
e. Melaksanakan kampanye penyadaran dan motivasi pelaksanaan kegiatan 
dalam penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota 
f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
Q. Bidang Penataan Kebersihan Kota 
Bidang Penataan Kebersihan Kota mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan pengembangan teknik penanganan kebersihan kota, melaksanakan 
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monitoring dan evaluasi Kebersihan Kota dan pemeliharaan peralatan dan alat 
berat. Bidang Penataan Kebersihan Kota menyelenggarakan fungsi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya 
b. Penyiapan bahan/data perencanaan dan perumusan teknik pengembangan 
penyelenggaraan Bidang Penataan Kebersihan Kota 
c. Penyelenggaraan penanganan persampahan meliputi pengumpulan, 
pengangkutan, penanganan sampah dan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) 
d. Melaksanakan penataan sistem dan mekanisme pembersihan jalan, 
penanganan TPS/Kontainer dan penataan zona/blok/jalur pelayanan 
pengangkutan sampah 
e. Penyiapan bahan perumusan standar pelayanan penyelenggaraan Bidang 
Penataan Kebersihan Kota 
f. Penyiapan bahan perumusan kebutuhan sarana dan prasarana 
penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota 
g. Melaksanakan penelitian/kajian, observasi pengembangan system 
penanganan kebersihan/persampahan 
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem pelaksanaan penyelenggaraan 
kebersihan/persampahan kota 
i. Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan alat berat 
j. Penanganan administrasi urusan tertentu. 
R. Seksi Pengembangan Teknik Penanganan Kebersihan Kota 
Seksi Pengembangan Teknik Penanganan Kebersihan Kota mempunyai 
tugas melaksanakan penelitian/kajian, pengembangan sistem dan teknologi 
penanganan dalam penyelenggaraan kebersihan / persampahan kota. Seksi 
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Pengembangan Teknik Penanganan Kebersihan Kota menyelenggarakan fungsi 
: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengembangan 
Teknik Penanganan Kebersihan Kota 
b. Melaksanakan kajian dan perencanaan dan perumusan pengembangan teknik 
penyelenggaraan penanganan kebersihan/persampahan kota 
c. Melaksanakan perumusan standar pelayanan penyelenggaraan kebersihan/ 
persampahan kota 
d. Melaksanakan penelitian/kajian pengembangan sistem dan teknologi 
penanganan penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota 
e. Melaksanakan pengumpulan sampah, pengangkutan sampah meliputi 
pembersihan/penyapuan jalan, penanganan TPS/Kontainer dan pengangkutan 
sampah dari sumber ke TPA 
f. Melaksanakan pengembangan sistem penanganan kebersihan/ persampahan 
kota 
g. Menyiapkan bahan/data sistem dan teknik pelaksanaan penyelenggaraan 
kebersihan/persampahan kota 
h. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis rencana dan program 
penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 
i. Melaksanakan pengangkutan sampah langganan, sampah umum dan sampah 
galian dan pengangkutan hasil dan semua sampah sampahsampah dalam arti 
luas 
j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
S. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan Kota 
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Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan Kota mempunyai 
tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan 
kebersihan/persampahan kota. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 
Kebersihan Kota menyelenggarakan fungsi : 
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Monitoring dan 
Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan Kota 
b. Melaksanakan monitoring, evaluasi penyelenggaraan bidang penanganan 
kebersihan/persampahan kota 
c. Melaksanakan evaluasi sistem penanganan penyelenggaraan kebersihan/ 
persampahan kota 
d. Mempersiapkan bahan/data hasil evaluasi sistem penanganan 
penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota 
e. Melaksanakan koordinasi pemberian sanksi pelanggaran dan pemberian 
penghargaan terhadap sistem penanganan kebersihan/persampahan kota 
f. Melaksanakan penertiban kebersihan/persampahan kota 
g. Mempersiapkan bahan/data dan petunjuk penyelenggaraan lombalomba 
kebersihan baik tingkat kecamatan maupun tingkat kota 
h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang 
tugasnya 
i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
T. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Alat Berat 
Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Alat Berat mempunyai tugas 
melaksanakan pemeliharaan dan pengendalian alat/peralatan dan alat berat. 
Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Alat Berat menyelenggarakan fungsi : 
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a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pemeliharaan 
Peralatan dan Alat Berat 
b. Melaksanakan pemeliharaan peralatan/sarana penanganan persampahan, 
pertamanan / penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, peralatan 
penanganan pemakaman, penanganan TPA 
c. Melaksanakan pemeliharaan peralatan penggunaan alat berat 
d. Mempersiapkan alat berat untuk kebutuhan penyelenggaraan kebersihan/ 
persampahan kota 
e. Melaksanakan koordinasi pihak terkait dalam hal penanganan peralatan dan 
alat berat 
f. Melaksanakan penertiban/penataan administrasi penanganan pemeliharaan/ 
pengendalian alat dan alat berat 
g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
IV. 4. Struktur Organisasi  
Adapun jumlah pegawai Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 
adalah sebagai berikut: 
1. Pimpinan  : 24 orang 
2. Staf   : 42 orang 
3. Seksi Pengelolaan Kebersihan Kota 
a. Pengemudi : 17 orang 
b. Pekerja  : 88 orang 
c. Pengawas  : 3 orang 
d. Operator  : 2 orang 
4. Seksi Peralatan dan Alat Berat 
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a. Mekanik  : 6 orang 
b. Pekerja  : 1 orang 
5. Seksi Pemeliharaan dan pembangunan Kawasan Hijau 
a. Pekerja  : 44 orang 
b. Pengawas  : 2 orang 
6. Seksi Pengawasan dan Pengusutan 
a. Pekerja  : 3 orang 
7. Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Taman 
a. Pekerja  : 23 orang 
b. Operator  : 7 orang 
c. Pengemudi : 1 orang 
d. Petugas  : 2 orang 
8. Seksi Pembibitan 
a. Pekerja  : 9 orang 
9. UPTD TPA 
a. Petugas  : 8 orang 
b. Operator  : 1 orang 
10. UPTD Pemakaman 
a. Pengemudi : 2 orang 
b. Pekerja  : 8 orang 
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Gambar IV.1 Struktur organisasi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang 
responsivitas pelayanan persampahan di Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
Kota Makassar. Dalam mewujudkan pelayanan yang maksimal dan sesuai 
dengan harapan masyarakat terkait dengan persampahan, maka dirasa sangat 
perlu adanya responsivitas atau daya tanggap pelayanan persampahan yang 
tinggi dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam menjalankan 
setiap tugas, pokok dan fungsinya sebagai institusi yg memiliki tanggung jawab 
tertinggi untuk mengakomodasi dan memfasilitasi kepentingan pelayanan 
terhadap masyarakat dalam bidang penanganan kebersihan khususnya 
persampahan. 
Responsivitas ini berkaitan dengan kemampuan dalam mengidentifikasi, 
memahami serta menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat terkait pelayanan 
persampahan, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat 
maksimal dan memenuhi harapan masyarakat. 
Berdasarkan dengan tujuan penelitian ini yaitu menganalisis dan 
mendeskripsikan responsivitas pelayanan persampahan pada Dinas pertamanan 
dan Kebersihan Kota Makassar, maka penulis menggunakan teknik wawancara, 
observasi serta studi dokumen dalam mengumpulkan data terhadap informan 
dan narasumber yang dirasa berkompeten dan mampu memberikan informasi 
serta pemahaman kepada penulis terkait fokus penelitian yang digunakan 
sebagai dasar di dalam pengumpulan data.  
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Sejumlah informan dan narasumber tersebut adalah Kepala Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, Kasubag Umum dan Kepegawaian 
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, Staff Teknis Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, Staff TPA dan posko Tamangapa, 
Koord. kebersihan Kec. Tamalate, Pengawas armada kebersihan Kec. Ujung 
Pandang, Lurah Kel. Baru Kec. Ujung Pandang, petugas-petugas kebersihan, 
serta masyarakat Kota Makassar dalam hal ini yang bermukim di Kec. Tamalate 
dan Kec. Ujung Pandang. 
Untuk mengukur sejauhmana tingkat responsivitas pelayanan 
persampahan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, penulis 
menggunakan enam indikator responsivitas menurut Zeithaml, dkk 
(Hardiyansyah, 2011 : 46) yang sekaligus menjadi fokus dalam penelitian ini, 
yaitu: 
V.1 Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan 
pelayanan.  
Indikator  ini  mencakup  sikap  dan  komunikasi  yang  baik  dari  para  
penyedia layanan. Sikap dan komunikasi yang dimaksud di sini adalah mengenai 
keramahan, kesopanan, dan kejelasan informasi yang diberikan oleh pegawai / 
petugas dalam memberikan pelayanan. Sebagai seorang pelayan masyarakat, 
sikap yang baik terkait keramahan dan kesopanan dalam memberikan pelayanan 
harus menjadi suatu kewajiban. Dengan memberikan sikap yang ramah, sopan 
dan baik kepada masyarakat tentunya menjadi penilaian awal apakah pegawai / 
petugas yang bersangkutan bersungguh-sungguh dan tulus dalam menjalankan 
tugas dan tanggungjawabnya. 
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Selain sikap baik yang harus ditunjukkan oleh pelayan masyarakat, 
komunikasi yang jelas juga perlu diperhatikan selama memberikan pelayanan. 
Komunikasi merupakan proses dimana dua orang atau lebih melakukan 
pertukaran informasi antar satu sama lain (Everett M. Rogers dan Lawrence 
Kincaid dalam Wiryanto, 6 : 2004). Dengan komunikasi yang jelas dan baik 
tentunya masyarakat dapat mengetahui dan memahami aturan dan regulasi 
dalam pelayanan yang diberikan. Selain itu, keuntungan bagi pihak Pemerintah 
dengan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat tentunya dapat lebih 
mudah mengidentifikasi hal apa saja yang diinginkan dan masalah apa saja yang 
dikeluhkan oleh masyarakat kepada Pemerintah terkait pelayanan yang diberikan 
agar lebih mudah, tepat, dan cepat dalam merespon hal tersebut. 
Adapun terkait indikator yang mencakup sikap dan komunikasi dari Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam memberikan pelayanan 
persampahan kepada masyarakat dapat kita lihat pada hasil wawancara dengan 
Bapak AS salah satu petugas kebersihan berikut ini: 
“Kalau masalah sikap dan komunikasi kita rasa masih baik-baik, soalnya 
kami berusaha berlaku sopan dan ramah kepada masyarakat setiap kami 
bertugas mengangkut sampah.” (Hasil wawancara tanggal 23 April 2016, di TPA 
Tamangapa Antang). 
Terkait hal yang mencakup sikap dan komunikasi terhadap masyarakat, 
Bapak BY selaku Staff Teknis Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 
juga menegaskan: 
“Sudah menjadi suatu kewajiban bagi siapa saja pelayan masyarakat 
untuk bersikap baik dan memperhatikan etika-etika dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. Tentunya siapa saja masyarakat yang 
menghubungi kami terkait pelayanan persampahan akan kami tanggapi dengan 
baik dan kami berikan informasi sejelas-jelasnya terkait pertanyaan maupun 
keluhan masyarakat. Selain itu, kami rasa dari pihak Kecamatan yang 
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bertanggungjawab langsung dengan masyarakat juga menerapkan hal itu.” (Hasil 
wawancara tanggal 10 Mei 2016, di Kantor Dinas Pertamanan dan Kebersihan). 
Koordinator kebersihan Kec. Tamalate juga mengungkapkan terkait sikap 
dan komunikasi yang diberikan jika sedang berhadapan dengan masyarakat 
terkait pelayanan yang diberikan, Bapak ST mengatakan bahwa: 
“Karena saya yang bertanggung jawab langsung terkait operasional 
pelayanan persampahan di Kec. Tamalate makanya saya selalu memantau truk 
dan petugas kebersihan di lapangan. Saya menilai sikap yang ditunjukan 
petugas di lapangan sudah baik, walaupun ada beberapa petugas yang jarang 
senyum, tapi sikap mereka masih dinilai baik dan sopan. Terkait komunikasi dan 
penyampaian informasi saya rasa cukup baik dan jelas khususnya masalah 
retribusi dan iuran.” (Hasil wawancara tanggal 12 Mei 2016, di Kantor Kecamatan 
Tamalate). 
Penjelasan yang diberikan oleh Pihak Pemerintah di atas terkait sikap 
dan komunikasi saat memberikan pelayanan juga diaminkan oleh masyarakat 
seperti pendapat dari Ibu MN salah satu warga Jl. Sultan Alauddin, Kel. 
Mangasa, Kec. Tamalate yang mengatakan bahwa: 
“Selama ini saya rasa sikap petugas yang sering mengangkut sampah 
sudah baik. Apalagi yang bawa motor tiga roda, dia biasanya juga menyapa 
kami. Masalah komunikasi, saya rasa sudah baik. Biasanya kami hanya 
menanyakan petugas jika sampah tidak terangkut sesuai jadwal dan mereka 
menjelaskan alasan mereka dengan cukup ramah.” (Hasil wawancara tanggal 22 
April 2016, di Kel. Mangasa, Kec. Tamalate). 
Hal itu juga diungkapkan oleh Ibu NA warga Jl. Slamet Riadi Kel. Baru, 
Kec. Ujung Pandang yang mengungkapkan bahwa: 
“Biasanya yang saya perhatikan mereka (petugas) jarang senyum tapi 
sikapnya secara umum sudah baik dengan tetap sopan dan tidak terlalu ribut jika 
melakukan pengangkutan sampah di depan rumah. Kalau terkait informasi 
pelayanan persampahan seperti iuran sudah dijelaskan melalui RT kami.” (Hasil 
wawancara tanggal 6 Mei 2016, Kel. Baru, Kec. Ujung Pandang). 
Pihak Kecamatan saat ini melalui Peraturan Walikota No. 3 tahun 2015 
sudah diberikan wewenang dan tanggung jawab dalam hal pelayanan 
persampahan termasuk menerima pertanyaan dan keluhan serta memberikan 
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informasi terkait pelayanan persampahan dari dan kepada masyarakat, meskipun 
pengaduan yang bersifat umum tetap menjadi wewenang dari Dinas Pertamanan 
dan Kebersihan Kota Makassar untuk menerimanya dengan tetap berkoordinasi 
dengan Kecamatan masing-masing. 
Bapak BC selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pertamanan 
dan Kebersihan Kota Makassar menjelaskan bahwa: 
“Sekarang sebagian wewenang dan tanggung jawab dari Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan terkait pelayanan persampahan sudah dilimpahkan 
ke empat belas Kecamatan di Kota Makassar. Termasuk terkait dalam hal 
menerima pengaduan dan keluhan masyarakat mengenai pelayanan 
persampahan. Jadi, masyarakat yang merasa kurang puas terhadap pelayanan 
yang diberikan bisa langsung menghubungi pihak Kecamatan masing-masing 
untuk selanjutnya ditindaklanjuti.” (Hasil wawancara tanggal 10 Mei 2016, di 
Kantor Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar). 
Salah satu warga Kelurahan Pisang Utara Kecamatan Ujung Pandang 
mengungkapkan bahwa: 
“Mengenai masalah komunikasi khususnya keluhan terkait pelayanan 
sampah, saya belum pernah menghubungi pihak Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan, saya biasanya hanya berkomunikasi dengan Pak Lurah untuk 
memperhatikan sampah yang terlambat diangkut. Kalau mengenai sikap petugas 
kebersihan sejauh ini sudah baik kami rasa.” (Hasil wawancara tanggal 6 Mei 
2016, di Kel. Pisang Utara Kec. Ujung Pandang). 
Sesuai dengan hasil wawancara dan observasi penulis dengan 
Pemerintah dan warga di berbagai lokasi, dapat dilihat bahwa pihak Pemerintah 
mulai dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, Kecamatan, dan 
petugas kebersihan sudah melakukan hal yang tepat dalam bersikap dan 
berkomunikasi dengan masyarakat selama mereka bertugas.  
Pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dan masing-
masing Kecamatan telah memberikan informasi yang cukup jelas mengenai 
pelayanan persampahan khususnya seperti biaya retribusi melalui Lurah dan RT 
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masing-masing. Segala saran dan keluhan juga diterima dan didengar untuk 
selanjutnya ditindaklanjuti. 
Dari petugas kebersihan yang merupakan ujung tombak pelayanan 
persampahan yang bertemu langsung dengan masyarakat juga telah bersikap 
baik dan sopan sebagaimana seharusnya pelayan masyarakat bersikap.  
Dari pihak masyarakat yang merupakan penerima pelayanan juga menilai 
sikap dan komunikasi yang diberikan oleh Pemerintah sudah sesuai harapan dan 
tidak ada masalah yang berarti. Masyarakat menilai sikap yang dilakukan oleh 
petugas kebersihan selama bertugas sudah baik. Informasi yang diberikan oleh 
Pemerintah terkait pelayanan sampah khususnya retribusi juga sudah jelas. 
Dalam hal menerima keluhan dari masyarakat, Pemerintah juga dinilai telah 
bersikap dan menerima segala keluhan dengan ramah. 
Untuk itu, dapat disimpulkan penilaian terhadap indikator yang mencakup 
sikap dan komunikasi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam 
memberikan pelayanan persampahan kepada masyarakat sudah baik. Hal itu 
berdasarkan dengan hasil wawancara dan observasi yang telah dipaparkan di 
atas. 
V.2 Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cepat. 
Pelayanan dengan cepat ini berkaitan dengan kesigapan dan ketulusan 
penyedia layanan dalam menjawab pertanyaan  dan  memenuhi  permintaan 
pelanggan. Kesigapan dan ketulusan yang dimaksudkan di sini ialah kesigapan 
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam merespon setiap 
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keluhan atas pelayanan yang diberikan dan sesuatu hal yang tidak sesuai 
harapan di lapangan. 
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sebagai Instansi yang 
bertanggung jawab atas pelayanan persampahan harus bisa lebih peka dan 
bertindak cepat atas segala keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. 
Kecepatan dalam melayani dan menanggapi permintaan masyarakat merupakan 
salah satu wujud Pemerintah serius atau tidak dalam memberikan pelayanan. 
Penilaian terkait tingkat kecepatan Pemerintah dalam merespon keluhan 
masyarakat terkait pelayanan persampahan, dapat dilihat dari hasil wawancara 
dengan Bapak ST selaku Koordinator Kebersihan Kec. Tamalate berikut ini: 
“Setiap memberikan pelayanan tentunya masih ada kekurangan yang 
dirasakan oleh masyarakat. Namun, berbicara mengenai kesigapan dalam 
merespon keluhan, setiap keluhan yang diterima pihak Kecamatan sebisa 
mungkin segera ditindaklanjuti.” (Hasil wawancara tanggal 12 Mei 2016, di 
Kantor Kecamatan Tamalate). 
Beliau juga menambahkan bahwa ada dua hal yang paling sering 
dikeluhkan oleh masyarakat terkait pelayanan yang diberikan khususnya di 
Kecamatan Tamalate, yaitu: 
“Ada dua hal yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, yaitu masalah 
keterlambatan waktu pengangkutan dan armada/ sarana TPS yang belum cukup 
tersedia. Terkait masalah keterlambatan pengangkutan sampah, dari pihak 
kecamatan dibantu melalui koordinasi dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
langsung menindaklanjuti keluhan tersebut. Penanganan keterlambatan 
pengangkutan paling lama selama satu hari, tergantung jarak lokasi, setelah itu 
sampah sudah kembali diangkut oleh petugas.” (Hasil wawancara tanggal 12 Mei 
2016, di Kantor Kecamatan Tamalate). 
Terkait dengan kesigapan Pemerintah dalam merespon keluhan masalah 
pelayanan persampahan, Ibu ER selaku warga yang bermukim di belakang 
Pasar Pa’baeng-baeng mengeluhkan tingkat kesigapan Pemerintah. Berikut 
wawancaranya: 
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“Kalau kita yang tinggal di belakang pasar ini jarang diperhatikan masalah 
pelayanan sampah. Semua keluhan kita yang telah disampaikan melalui RT tidak 
pernah ditanggapi khususnya dalam pengadaan sarana Tempat Pembuangan 
Sementara (TPS) dan jadwal pengangkutan sampah yang tidak tetap. Akibat 
lambatnya penanganan keluhan maka sampah selalu menumpuk di pinggir jalan 
dan membuat bau dan pemandangan yang tidak sedap.” (Hasil wawancara 
tanggal 22 April 2016, di Kel. Pabaeng-baeng Kec. Tamalate). 
Pernyataan di atas juga didukung oleh warga lainnya yang menjual di 
Pasar Pabaeng-baeng: 
“Menurut saya kecepatan Pemerintah dalam menjawab keluhan kita di 
sini masih sangat lambat. Kami sudah meminta dengan Pak RT dan Pak Lurah 
untuk diadakan TPS untuk kita di pasar dan di belakang pasar namun sampai 
saat ini belum dikabulkan. Kasian kami yang tinggal di belakang pasar, sampah 
kami selalu menumpuk dan tidak ada petugas yang mengangkut.” (Hasil 
wawancara tanggal 22 April 2016, di Pasar Pabaeng-baeng). 
 
Gambar V.1 Kondisi tempat pembuangan sampah belakang Pasar Pa’baeng-baeng 
Untuk mendapatkan informasi yang jelas, maka penulis mencoba 
mengkonfirmasi hal tersebut dengan Bpk. BD selaku RT setempat, berikut 
kutipannya: 
“Jadi, setiap kali saya bertemu dengan Pak Lurah, saya selalu ditegur 
mengenai kebersihan. Di saat itu pula saya menyampaikan keluhan warga terkait 
tidak tersedianya sarana prasarana berupa TPS atau kontainer. Namun lagi-lagi 
Pak lurah mengatakan bahwa sudah menghubungi pihak kecamatan untuk 
dibantu masalah pengadaan sarana. Selain itu, kami juga melakukan kegiatan 
kerja bakti tiap minggu sebagai bentuk respon kami kepada keluhan warga 
dengan tujuan agar setidaknya dapat mengurangi masalah sampah yang berada 
di pemukiman kami.” (Hasil wawancara tanggal 23 April 2016 di Kel. Pa’baeng-
baeng). 
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Untuk mendapatkan informasi yang lebih valid, maka penulis juga 
mengunjungi Lurah setempat, berikut wawancara dengan Bpk. AR: 
“Memang diakui dik, bahwa kami di sini belum bisa memaksimalkan 
pelayanan persampahan khususnya untuk seluruh warga. Hal ini terjadi karena 
keterbatasan armada yang dimiliki oleh Kelurahan Pa’baeng-baeng belum bisa 
mencukupi untuk bisa mengangkut sampah di seluruh RT.” (Hasil wawancara 
pada tanggal 25 April 2016, di Kantor Kelurahan Pa’Baeng-baeng). 
Terkait keluhan masyarakat yang kurang cepat ditanggapi oleh 
Pemerintah, Bapak ST selaku Koordinator Kebersihan Kec. Tamalate mengakui 
dalam pernyataan berikut: 
“Jadi harus kami akui bahwa tidak semua keluhan masyarakat dapat 
langsung kita tindaklanjuti. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keterlambatan 
dalam menanggapi keluhan masyarakat. Terkhusus untuk masalah yang terjadi 
di Kel. Pabaeng-baeng kami telah dihubungi dengan Lurah dan RT setempat 
untuk pengadaan TPS, namun memang hingga saat ini armada kami memang 
belum mencukupi dan akan kami tindaklanjuti secepatnya. Namun bisa saya 
pastikan di kelurahan-kelurahan lain tidak seperti itu.” (Hasil wawancara tanggal 
12 Mei 2016, di Kantor Kecamatan Tamalate). 
Opini berbeda diutarakan oleh Ibu MR warga Kecamatan Ujung Pandang 
terkait kesigapan Pemerintah dalam merespon keluhan masyarakat. Berikut 
kutipan wawancarnya: 
“Kalau kita di sini Alhamdulillah jarang ada keluhan. Hanya biasa sampah 
telat diangkut, tapi biasanya besoknya sudah ada lagi petugas yang angkut. Itu 
juga jarang terjadi. Jadi kalau masalah kesigapan dan kecepatan Pemerintah 
dalam menanggapi keluhan warga saya rasa sudah cukup baik.” (Hasil 
wawancara tanggal 6 Mei 2016, di Kel. Bulogading Kec. Ujung Pandang). 
 Bpk BN selaku Pengawas Armada Kebersihan Kec. Ujung Pandang 
angkat bicara tentang kecepatan dalam merespon keluhan. Berikut 
penjelasannya: 
 “Jujur kami jarang menerima keluhan terkait pelayanan persampahan dari 
masyarakat. Adapun keluhan yang biasa diungkapkan masyarakat hanya 
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keterlambatan pengangkutan yang tidak sesuai jadwal. Itupun sangat jarang 
terjadi dan jika itu terjadi kami tentunya dengan cepat menghubungi petugas 
yang bersangkutan untuk selanjutnya ditindaklanjuti.” (Hasil wawancara tanggal 
12 Mei 2016, di Kantor Kecamatan Ujung Pandang). 
Sesuai dengan hasil wawancara dan observasi penulis dengan 
Pemerintah dan warga di berbagai lokasi, dapat dilihat bahwa tingkat kecepatan 
dan kesigapan pihak Pemerintah mulai dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
Kota Makassar dan Kecamatan Tamalate serta Ujung Pandang dalam merespon 
keluhan masyarakat terkait pelayanan persampahan berbeda-beda. 
Pada Kecamatan Tamalate khususnya Kelurahan Pa’baeng-baeng, 
kecepatan dan kesigapan Pemerintah dalam merespon keluhan masyarakat 
dapat dikatakan sangat rendah. Hal itu dilihat dari pernyataan warga setempat 
yang merasa semua keluhannya sangat lambat dan bahkan tidak pernah 
ditanggapi oleh Pemerintah.  
Hal tersebut juga diakui oleh Koordinator Kebersihan Kec. Tamalate, 
bahwa pihaknya belum dapat menindaklanjuti keluhan warga khususnya yang 
berada di Kelurahan Pa’Baeng-baeng karena masalah armada yang belum 
mencukupi. Namun dirinya telah berkoordinasi dengan Lurah dan RT setempat 
untuk secepat mungkin menindaklanjuti keluhan tersebut. 
Penilaian berbeda dapat dilihat dari Kecamatan Ujung Pandang. Tingkat 
kecepatan dan kesigapan Pemerintah dalam merespon keluhan masyarakat 
sudah dirasa cukup baik. Hal ini merujuk dari penilaian warga setempat yang 
cukup puas atas pelayanan yang diberikan khususnya dalam menanggapi 
keluhan yang dirasa tidak memakan waktu yang lama. 
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Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat kesigapan dan kecepatan 
dalam merespon keluhan masyarakat khususnya di antara dua kecamatan. 
Kecamatan Tamalate dinilai harus meningkatkan kecepatan dan kesigapan 
dalam merespon segala keluhan warganya khususnya di Kelurahan Pa’Baeng-
baeng. Sedangkan Kecamatan Ujung Pandang dinilai sudah cukup baik dalam 
hal kecepatan merespon keluhan warganya. 
V.3 Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan tepat. 
Pelayanan dengan tepat yang dimaksud di sini adalah tidak terjadinya  
kesalahan  dalam  melayani,  artinya  pelayanan  yang diberikan  sesuai  dengan  
keinginan  masyarakat  sehingga  tidak  ada yang merasa dirugikan atas 
pelayanan yang didapatnya. Ketepatan melayani juga dapat dikaitkan dengan 
kesesuaian prosedur, pengadaan sarana dan prasarana sampah yang memadai, 
dan ketetapan biaya dalam hal ini retribusi atau iuran sampah. 
Sampah yang tidak pernah berhenti terproduksi oleh sisa aktivitas 
manusia tentu saja perlu perhatian serius dalam hal pengelolaan dan 
pelayanannya. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana Pemerintah dalam hal ini 
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar serta pihak Kecamatan 
menyiapkan dan mengadakan sarana dan prasarana guna menunjang 
pelayanan dalam hal persampahan. 
Selain itu, perumusan dalam mengklasifikasikan biaya retribusi sampah 
kepada beberapa kategori juga patut dikaji dengan serius dan dijalankan dengan 
penuh tanggungjawab. Untuk itu mari kita lihat hasil wawancara terkait indikator 
ketepatan melayani dengan Bpk. AAH selaku Kepala Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan Kota Makassar sebagai berikut: 
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”Saat ini yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah bahwa sebagian 
wewenang dan tanggung jawab Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota 
Makassar terkait pelayanan persampahan dan pemungutan retribusi sampah 
sudah dialihkan atau dilimpahkan kepada empat belas Kecamatan di seluruh 
Kota Makassar sesuai dengan Peraturan Walikota No. 3 tahun 2015.” (Hasil 
wawancara tanggal 10 Mei 2016, di Kantor Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
Kota Makassar). 
Beliau menambahkan terkait dengan prosedur yang ditetapkan bahwa: 
”Adapun yang menjadi kewenangan tetap Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan Kota Makassar dalam hal operasional pelayanan persampahan 
adalah jenis pelayanan pengangkutan kontainer/ angkutan komunal yang bersifat 
stasioner dan periodik. Pelayanan ini berupa pengadaan TPS berupa kontainer 
yang bermuatan 6 dan 10 m kubik yang ditempatkan di tempat-tempat umum 
seperti: Pasar, pusat perbelanjaan (Mall), restoran, rumah sakit, tempat hiburan 
dan sebagainya. Selanjutnya pengelolaan TPA Tamangapa Antang juga tetap 
menjadi tanggungjawab kami.” (Hasil wawancara tanggal 10 Mei 2016, di Kantor 
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar). 
Beliau menjelaskan bahwa segala aturan maupun prosedur telah 
dijalankan sesuai ketentuan, berikut kutipannya: 
 “Sejauh ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan sebagai institusi yg 
memiliki tanggung jawab tertinggi untuk mengakomodasi dan memfasilitasi 
kepentingan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang penanganan 
kebersihan sudah mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku dengan 
semestinya. Pengadaan sarana dan prasarana seperti yang dikemukakan 
sebelumnya dirasa sudah memenuhi kebutuhan.” (Hasil wawancara tanggal 10 
Mei 2016, di Kantor Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar). 
 Selanjutnya, beliau menjelaskan terkait dalam hal menjalankan fungsinya 
untuk tetap berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan 
SKPD lainnya untuk memaksimalkan pelayanan persampahan kepada 
warganya, berikut kutipannya: 
 “Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar tetap memiliki 
tanggung jawab dan fungsi institusi untuk melakukan perumusan regulasi, 
koordinasi, dan pengawasan terhadap Kecamatan yang telah diberi kewenangan 
operasional pelayanan, serta menjalin koordinasi dan kerjasama dengan SKPD 
lainnya di Kota Makassar guna memaksimalkan pelayanan persampahan kepada 
masyarakat Kota Makassar.” 
Untuk melengkapi data terkait sarana dan prasarana yang dimiliki 
Pemerintah guna menunjang pelayanan persampahan, penulis mengunjungi TPA 
Tamangapa Antang untuk melakukan observasi, wawancara dan pengumpulan 
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data. Penulis bertemu dengan salah seorang Staff TPA dan posko yang bernama 
DN dan berikut hasil wawancaranya: 
 “TPA di Kota Makassar hanya ada satu lokasi yaitu di TPA Tamangapa 
Antang, Kec. Manggala dengan luas 16, 8 hektar. Adapun jumlah armada 
pengangkut sampah yang beroperasi setiap hari adalah kurang lebih sebanyak 
300 unit yang terdiri dari Truk Arm Roll sebanyak 135 unit dari Dinas Pertamanan 
dan Kebersihan sisanya 165 unit Truk Tangkasaki dari 14 Kecamatan.” (Hasil 
wawancara tanggal 23 April 2016, di TPA Tamangapa Antang).  
 
Gambar V.2 Armada yang sedang beroperasi di TPA Tamangapa Antang 
Untuk mengetahui sarana dan prasarana yang telah disiapkan oleh 
Pemerintah terkait pelayanan persampahan, maka penulis mengunjungi dua 
Kecamatan untuk melakukan observasi dan wawancara dengan warga setempat. 
Berikut adalah hasil wawancara dengan Ibu MI yang bermukim di Jl. Dg. Tata 
Kel. Jongaya Kec. Tamalate: 
 “Untuk hal yang terkait dengan sarana dan prasarana sampah seperti 
TPS/ kontainer  belum disediakan di sini. Namun itu tidak menyebabkan masalah 
yang serius karena setiap hari petugas kebersihan dengan menggunakan motor 
tiga roda selalu mengangkut sampah kami. Jadi kami cukup membungkus 
sampah kita dengan kantong plastik dan menaruhnya di depan rumah dan 
selanjutnya akan diangkut oleh petugas.” (Hasil wawancara tanggal 22 April 
2016, di Kel. Jongaya, Kec. Tamalate). 
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Gambar V.3 Kondisi kanal yang berada di Kel. Jongaya Kec. Tamalate 
Selain di Kelurahan Jongaya, penulis juga melakukan observasi dan 
wawancara di Kelurahan Mangasa, dan mendapat sedikit perbedaan dengan 
Kelurahan Jongaya terkait pengadaan sarana dan prasarana persampahan. 
Berikut adalah wawancara dengan ibu WD salah satu warga yang bermukim di 
jalan St. Alauddin Kel. Mangasa Kec.Tamalate: 
 “ Di sini ada disediakan TPS sebanyak satu buah tepatnya berada di 
ujung lorong. Saya rasa TPS tersebut sudah cukup untuk kami yang tinggal di 
sini, apalagi sampah yang dikumpul di TPS selalu diangkut setiap hari. Namun, 
kalau bisa memberi saran, kiranya ada petugas kebersihan bermotor yang 
mengangkut sampah kami, agar kami tidak membawanya sendiri ke TPS.” (Hasil 
wawancara tanggal 22 April 2016, di Kel. Mangasa, Kec. Tamalate).   
 
Gambar V.4 Tempat Pembuangan Sementara Kel. Mangasa, Kec. Tamalate 
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Selanjutnya penulis juga melakukan observasi dan wawancara dengan 
warga yang bermukim di Kel. Pa’baeng-baeng, salah satunya dengan ibu SH 
yang mengungkapkan bahwa:  
“Kami di sini seperti tidak diperhatikan. Kami yang bermukim di belakang 
Pasar Pa’Baeng-baeng tidak disediakan sarana dan prasarana seperti tempat 
sampah dan TPS. Parahnya lagi kami juga tidak diperbolehkan membuang 
sampah rumah tangga di truk yang mengangkut sampah pasar. Jadi kami 
bingung membuang sampah di mana. Akibatnya hanya di jalanan satu-satunya 
tempat untuk kita membuang sampah.” (Hasil wawancara tanggal 22 April 2016, 
di Kel. Pa’ baeng-baeng, Kec. Tamalate).  
 
Gambar V.5 Kondisi tempat pembuangan sampah belakang Pasar Pa’baeng-baeng 
Terkait sarana dan prasarana di pemukiman yang berada di belakang 
Pasar Pa’baeng-baeng, Bpk BD selaku RT setempat menjelesakan: 
“Untuk sarana dan prasarana kami akui memang belum tersedia selama 
kontainer yang disediakan di depan Pasar Pa’baeng-baeng sudah diambil sekitar 
tiga bulan lalu. Hal ini juga menjadi keluhan kami kepada Lurah. Kami sudah 
berkomunikasi dengan staff kelurahan untuk mengadakan motor tiga roda untuk 
mengangkut sampah di sini, namun hingga saat ini belum juga terealisasi. Kami 
terpaksa mengambil inisiatif sendiri dengan menangkut sampah kami ke truk 
yang mengangkut sampah Pasar Pa’Baeng-baeng pada malam hari.” (Hasil 
wawancara tanggal 23 April 2016, di Kel. Pa’ baeng-baeng, Kec. Tamalate). 
 
Bpk AR selaku Lurah setempat menjelaskan: 
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“Iya dik, jadi setelah kontainer depan Pasar sudah tidak ada, maka 
otomatis TPS untuk warga yang berada di sekitar Pasar Pa’Baeng-baeng juga 
tidak ada lagi. Armada motor tiga roda kami pun masih terbatas untuk beroperasi 
di seluruh wilayah Kelurahan Pa’ Baeng-baeng. Untuk itu, kami sudah 
menghubungi pihak kecamatan, dan di sana mengatakan bahwa secepatnya 
akan ditindaklanjuti untuk melakukan pengadaan.” (Hasil wawancara tanggal 25 
April 2016 di Kantor Kelurahan Pa’Baeng-baeng). 
 
Menanggapi keluhan tersebut, Bapak ST selaku Koordinator Kebersihan 
Kec. Tamalate mengungkapkan beberapa hal berikut: 
“Jadi untuk hal penyediaan sarana dan prasarana yang berada di 
Kecamatan Tamalate sudah kami perhatikan. Seperti kontainer, TPS, dan 
armada truk sudah kami sebar untuk seluruh kelurahan. Terkait keluhan warga 
yang bermukim di belakang pasar Pabaeng-baeng memang kami akui ada 
keterlambatan dalam menindaklanjuti pengadaan sarana TPS, karena memang 
masalah yang selalu hadir di lokasi tersebut adalah penumpukan sampah yang 
disebabkan karena tidak adanya TPS, namun lagi-lagi kami mengalami 
keterbatasan armada saat ini. Untuk itu kami akan secepatnya melakukan 
pengadaan tersebut.” (Hasil wawancara tanggal 12 Mei 2016, di Kantor 
Kecamatan Tamalate). 
Beliau juga memaparkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kec. 
Tamalate sebagai berikut: 
Tabel V.1 Sarana dan Prasarana Kec. Tamalate 
NO. SARANA JUMLAH (Unit) 
1 TANGKASAKI 8 
2 DUMP ROLL 6 
3 FUKUDA (MOTOR) 38 
4 KONTAINER 21 
5 BANK SAMPAH 4 
Sumber: Kecamatan Tamalate, Tahun 2016 
Setelah mengunjungi Kecamatan Tamalate, penulis juga mengunjungi 
Kecamatan Ujung pandang untuk melihat perbandingan sarana dan prasarana 
yang dimiliki terkait dengan pelayanan persampahan. Berikut adalah hasil 
wawancara dengan Bapak RM salah satu warga yang tinggal di Jl. Gunung 
Merapi, Kel. Pisang Utara, Kec. Ujung Pandang yang berpendapat bahwa: 
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“Di sini belum ada saya lihat TPS atau kontainer yang disediakan. Warga 
biasanya hanya membungkus sampah di plastik lalu disimpan saja di pinggir 
jalan, nanti petugas yang ambil langsung menggunakan truk.” (Hasil wawancara 
tanggal 6 Mei 2016, di Kel. Pisang Utara Kec. Ujung Pandang). 
 
Gambar V.6 Kondisi tempat pembuangan sampah Kel. Pisang Utara, Kec. Tamalate 
Dari Kelurahan Bulogading tepatnya di Jl. Bulogading penulis 
mewawancarai Ibu SF terkait sarana dan prasarana yang disediakan, beliau 
mengatakan: 
“Khusus di Bulogading sini, TPS ada disediakan di pinggir jalan. Warga di 
sini jika membuang sampah biasanya langsung membawa ke TPS tersebut, atau 
kita menunggu petugas yang membawa motor tiga roda mengangkut.” (Hasil 
wawancara tanggal 6 Mei 2016, di Kel. Bulogading Kec. Ujung Pandang). 
 
Gambar V.7 Tempat Pembuangan Sementara Kel. Bulogading, Kec. Ujung Pandang 
90 
 
Selanjutnya di Kelurahan Baru, penulis mewawancari Ibu NA, Beliau 
menjelaskan: 
“Selama ini tidak ada masalah sampah. Sarana juga disediakan berupa 
TPS di ujung jalan. Jadi warga di sini kalau ingin membuang sampah langsung 
membuang ke TPS lalu selanjutnya di angkut petugas dengan mobil truk.” (Hasil 
wawancara tanggal 6 Mei 2016, di Kel. Baru  Kec. Ujung Pandang). 
 Untuk memperjelas mengenai sarana dan prasarana, penulis 
mewawancarai salah satu Lurah di Kecamatan Ujung Pandang, Bpk. SJ selaku 
Lurah Kelurahan Baru, beliau mengatakan: 
 “Masalah terkait sarana dan prasarana pelayanan persampahan, kami 
sudah menyediakan beberapa TPS dan container yang di sebar di tempat-tempat 
strategis, namun saya lupa jumlahnya berapa. Untuk armada truk Kelurahan 
kami memiliki 3 unit.” (Hasil wawancara tanggal 12 Mei, di Kantor Kecamatan 
Ujung Pandang). 
Selanjutnya penulis bertemu dengan Bapak BN selaku pengawas armada 
kebersihan Kecamatan Ujung Pandang. Beliau menjelaskan mengenai sarana 
dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Ujung Pandang, berikut kutipannya: 
“Saat ini Kecamatan kami sudah menyediakan sarana dan prasarana 
yang sudah bisa dikatakan cukup untuk melayani masyarakat dalam pelayanan 
persampahan. Kami memiliki beberapa TPS dan Kontainer yang kita sebar di 
beberapa kelurahan. Armada pengangkut sampah kita juga terdiri dari beberapa 
truk dan motor tiga roda. Selain itu Bank sampah yang berjalan efektif baru  di 
satu tempat yaitu yang berada di Pasar Baru.” (Hasil wawancara tanggal 12 Mei, 
di Kantor Kecamatan Ujung Pandang). 
Adapun data mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kec. 
Ujung Pandang adalah sebagai berikut: 
Tabel V.2 Sarana dan Prasarana Kec. Ujung Pandang 
NO. SARANA JUMLAH (Unit) 
1 TANGKASAKI 9 
2 DUMP ROLL 10 
3 FUKUDA (MOTOR) 20 
4 KONTAINER 5 
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5 BANK SAMPAH 1 
Sumber: Kecamatan Ujung Pandang, Tahun 2016 
 
Gambar V.8 Salah satu armada sampah Kec. Ujung Pandang 
Adapun data yang menunjukkan rasio tempat pembuangan sampah 
terhadap jumlah penduduk menurut Kecamatan Tahun 2014 adalah sebagai 
berikut: 
Tabel V.3 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah 
Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2014 
 
 
NO. 
 
 
KECAMATAN 
 
JUMLAH 
PENDUDUK 
(JIWA) 
TPS 
 
JUMLAH 
(UNIT) 
JUMLAH 
DAYA 
TAMPUNG 
(TON) 
1 MARISO 58.327 4 45,00 
2 MAMAJANG 60.537 16 144,00 
3 TAMALATE 186.921 29 576,00 
4 RAPPOCINI 160.499 19 234,00 
5 MAKASSAR 84.014 10 135,00 
6 UJUNG PANDANG 28.053 9 90,00 
7 WAJO 30.505 7 72,00 
8 BONTOALA 55.937 12 144,00 
9 UJUNG TANAH 48.531 12 144,00 
10 TALLO 137.997 26 108,00 
11 PANAKUKKANG 146.121 38 423,000 
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12 MANGGALA 131.500 13 162,000 
13 BIRINGKANAYA 190.829 39 396,000 
14 TAMALANREA 109.471 8 252,000 
 Jumlah 1.429.242 242 2.925,000 
Sumber: Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, Tahun 2014 
Adapun data yang menunjukkan rasio tempat pembuangan sampah 
terhadap jumlah penduduk menurut Kecamatan Tahun 2015 adalah sebagai 
berikut: 
Tabel V.4 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah 
Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2015 
 
 
NO. 
 
 
KECAMATAN 
 
JUMLAH 
PENDUDUK 
(JIWA) 
TPS 
 
JUMLAH 
(UNIT) 
JUMLAH 
DAYA 
TAMPUNG 
(TON) 
1 MARISO 73.265 8 90,00 
2 MAMAJANG 75.236 17 153,00 
3 TAMALATE 205.280 31 615,66 
4 RAPPOCINI 177.094 21 258,72 
5 MAKASSAR 98.880 12 162,00 
6 UJUNG PANDANG 42.701 9 90,00 
7 WAJO 45.151 9 72,00 
8 BONTOALA 70.697 12 144,00 
9 UJUNG TANAH 63.330 14 168,00 
10 TALLO 153.138 28 136,00 
11 PANAKUKKANG 161.511 42 568,000 
12 MANGGALA 149.578 18 216,000 
13 BIRINGKANAYA 211.199 40 402,000 
14 TAMALANREA 125.335 16 504,000 
 Jumlah 1.652.395 277 3.579,38 
Sumber: Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, Tahun 2015 
Adapun data yang menunjukkan rasio tempat pembuangan sampah per 
satuan penduduk Kota Makassar Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: 
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Tabel V. 5 Rasio Tempat Pembuangan Sampah per Satuan Penduduk Kota 
Makassar Tahun 2011-2015 
NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 
1 Jumlah TPS 206 187 223 245 280 
2 Jumlah Daya 
Tampung TPS 
370,8 376,6 401 441 503 
3 Jumlah 
Penduduk 
1.352.136 1.369.606 1.387.302 1.398.804 1.652.305 
4 Rasio Daya 
Tampung TPS 
thd Jumlah 
Penduduk 
(=2/3x1.000) 
0,27 0,27 0,289   
Sumber: Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, Tahun 2016 
Selanjutnya terkait indikator pelayanan yang tepat, ketepatan dalam hal 
pembiayaan dalam hal ini retribusi dan iuran yang dipungut dari masyarakat juga 
harus dijalankan sesuai ketentuan. Untuk mengetahui jumlah dan pembagian 
kategori retribusi yang berlaku, penulis kembali mewawancarai Bpk. AAH selaku 
Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sebagai berikut: 
“Menyangkut Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan Kota 
Makassar telah diatur jelas dalam Peraturan Walikota Makassar No. 56 thn 2015. 
Retribusi dipungut oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan terkait pengangkutan 
sampah dari kontainer ke TPA yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan. (Hasil wawancara tanggal 10 Mei 2016, di Kantor Dinas Pertamanan 
dan Kebersihan Kota Makassar). 
 Adapun tarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan Kota 
Makassar Tahun 2015 sesuai dengan Pertauran Walikota Makassar No. 56 
Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 
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Tabel V.6 Tarif Retribusi Pelayanan persampahan/ kebersihan Kota 
Makassar 
No. Jenis Zona Lokasi Uraian Volume Tarif/m3 
1. Pengangkutan 
sampah 
rumah tangga 
Zona 
1 
Lorong/ Gang/ 
Setapak 
Non Permanen 1 M3 Rp16.000 
 
 
  Permanen 1 M
3 
Rp32.000 
    Industri Rumah 
Tangga Kecil 
1 M3 Rp48.000 
    Industri Rumah 
Tangga 
Menengah 
1 M3 Rp64.000 
    Industri Rumah 
Tangga Besar 
1 M3 Rp80.000 
  Zona 
2 
Jalan 
penghubung/ 
Kompleks 
Perumahan 
Non Permanen 1 M
3 Rp32.000 
    Permanen 1 M
3
 Rp48.000 
    Industri Rumah 
Tangga Kecil 
1 M
3
 Rp48.000 
    Industri Rumah 
Tangga 
Menengah 
1 M3 Rp64.000 
    Industri Rumah 
Tangga Besar 
1 M3 Rp80.000 
  Zona 
3 
Jalan utama/ 
protocol 
Non Permanen 1 M
3 Rp48.000 
    Permanen 1 M
3 Rp64.000 
    Industri Rumah 
Tangga Kecil 
1 M3 Rp48.000 
    Industri Rumah 
Tangga 
Menengah 
1 M
3
 Rp64.000 
    Industri Rumah 
Tangga Besar 
1 M
3
 Rp80.000 
2 Pengangkutan 
Sampah 
Komersil 
Zona 
1 
Lorong/ Gang/ 
Setapak 
PK5 1 M
3
 Rp32.000 
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    Ruko 1 M
3 Rp48.000 
    Penjahit/ 
Lembaga 
kursus 
1 M3 Rp32.000 
    Poliklinik/Balai 
Pengobatan/ 
Pkm 
1 M3 Rp32.000 
    Praktek Dokter 
perorangan 
1 M3 Rp32.000 
    Rumah Kost 1 M
3 Rp32.000 
    Hotel non 
bintang 
1 M3 Rp32.000 
    Hotel 1-3 1 M
3 Rp48.000 
    Hotel 4-5 1 M
3
 Rp64.000 
  Zona 
2 
Jalan 
penghubung/ 
Kompleks 
perumahan 
PK5 1 M
3
 Rp48.000 
    Ruko/ Sekolah 1 M
3 Rp64.000 
    Kantor/ 
Perguruan 
tinggi 
1 M3 Rp64.000 
    Hotel non 
bintang 
1 M3 Rp48.000 
 
 
   Hotel Bintang 
1-3 
1 M3 Rp64.000 
    Hotel Bintang 
4-5 
1 M3 Rp80.000 
    Restoran 1 M
3 Rp48.000 
    Rumah 
makan/Mie 
1 M3 Rp32.000 
    Kafe/ Bar/ 
Rumah Kopi/ 
Karaoke 
1 M3 Rp32.000 
    Coto/ Sop/ 
Warung Nasi 
1 M
3
 Rp32.000 
    Salon/ Tukang 
Cukur/ Refleksi 
1 M3 Rp32.000 
    Pusat 
Kebugaran/ 
1 M3 Rp48.000 
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Spa/ Panti pijat 
    Penjahit/ 
Lembaga 
Kursus 
1 M3 Rp48.000 
    Bengkel 
Reparasi 
1 M3 Rp48.000 
    Poliklinik/ Balai 
Pengobatan/ 
Pkm 
1 M3 Rp32.000 
    Praktek Dokter 
Perorangan 
1 M3 Rp32.000 
    Praktek Dokter 
Kelompok 
1 M
3
 Rp48.000 
    Apotik 1 M
3 Rp48.000 
    Poliklinik/ Balai 
Pengobatan/ 
Pkm 
1 M3 Rp32.000 
    Rumah Kost 1 M
3 Rp64.000 
  Zona 
3 
Jalan Utama/ 
Protokol 
PK5 1 M
3 Rp64.000 
 
 
   Ruko Sekolah 1 M
3 Rp80.000 
    Kantor/ 
Perguruan 
Tinggi 
1 M
3
 Rp80.000 
    Hotel Non 
Bintang 
1 M3 Rp64.000 
    Hotel Bintang 
1-3 
1 M3 Rp80.000 
    Hotel Bintang 
4-5 
1 M
3
 Rp96.000 
    Restoran 1 M
3
 Rp64.000 
    Rumah makan/ 
Mie 
1 M
3
 Rp48.000 
    Kafe/ Bar/ 
Rumah Kopi/ 
Karaoke 
1 M
3
 Rp48.000 
    Coto/ Sop/ 
Warung Nasi 
1 M3 Rp48.000 
    Catering 1 M
3 Rp80.000 
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    Salon/ Tukang 
cukur/ Refleksi 
1 M3 Rp48.000 
    Pusat 
Kebugaran/ 
Spa/ Panti Pijat 
1 M3 Rp64.000 
    Penjahit 1 M
3 Rp64.000 
    Bengkel 
Reparasi 
1 M3 Rp64.000 
    Poliklinik/ Balai 
pengobatan/ 
Pkm 
1 M3 Rp48.000 
    Praktek Dokter 
Perorangan 
1 M
3
 Rp48.000 
    Praktek Dokter 
Kelompok 
1 M3 Rp64.000 
    Apotik 1 M
3 Rp64.000 
    Kios Obat/ 
Toko Obat 
1 M3 Rp48.000 
    Rumah Kost 1 M
3 Rp64.000 
Sumber: Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, Tahun 2016 
Selanjutnya Bpk. BY selaku Staff Teknis Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan Kota Makassar sedikit menambahkan mengenai ketentuan biaya 
yang dipungut dari pelayanan persampahan sebagai berikut: 
“Jadi ada dua jenis pemungutan biaya mengenai pelayanan 
persampahan. Pertama adalah retribusi, biaya ini dipungut oleh Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan menyangkut pengangkutan sampah dari kontainer 
ke TPA yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan. Selanjutnya 
yang kedua adalah iuran yang merupakan kesepakatan bersama oleh pihak 
Kecamatan/ Lurah/ RT masing-masing dengan masyarakat untuk biaya 
pengangkutan sampah dari rumah ke kontainer yang dilakukan oleh petugas 
kebersihan dari pihak Kecamatan. Jadi kalau iuran biasa berbeda-beda tiap 
kelurahan. Iuran merupakan biaya yang tidak wajib dibayar, ada beberapa 
Kecamatan/Kelurahan yang tidak membuat peraturan untuk memungut iuran 
kepada warganya.” (Hasil wawancara tanggal 10 Mei 2016, di Kantor Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar). 
Mengenai pemungutan biaya, penulis menemui beberapa warga untuk 
mengetahui berapa biaya yang harus mereka bayar terkait pelayanan sampah, 
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berikut adalah kutipan wawancara bersama Bpk. IL selaku warga yang bermukim 
di Jl. Andi Tonro, Kel. Pa’Baeng-baeng, Kec. Tamalate: 
“Kalau di sini selama saya tinggal belum pernah ditagih iuran untuk 
sampah. Kebetulan juga belum ada petugas kebersihan yang masuk di lorong 
kami. Jadi kami yang membawa sampah kami sendiri ke kontainer. Kami tidak 
keberatan kalau ada aturan membayar iuran, selama ada petugas kebersihan 
yang mengangkut sampah di lorong kami.” (Hasil wawancara tanggal 22 April 
2016, di Kelurahan Pa’baeng-baeng Kec. Tamalate). 
 Selanjutnya DB yang merupakan penjual di Pasar Pabaeng-baeng 
menjelaskan terkait pungutan biaya palayanan persampahan bahwa: 
“Khusus di Pasar Pa’baeng-baeng tidak ada iuran yang dipungut, hanya 
biasa saya memberikan Rp10.000 kepada petugas sampah yang mengangkut 
sampah di kios saya sebagai wujud terima kasih.” (Hasil wawancara tanggal 22 
April 2016, di Kelurahan Pa’baeng-baeng Kec. Tamalate). 
Di lokasi lain, Ibu MI yang merupakan warga yang bermukim di Jl. Dg. 
Tata Kel. Jongaya Kec. Tamalate menjelaskan terkait iuran bahwa: 
“Iuran yang ditagih kepada kami itu sebesar Rp10.000 per bulan. Kami 
tidak merasa keberatan atas pungutan iuran karena yang saya rasa pelayanan 
yang diberikan juga cukup baik. Sampah kami diangkat dua kali sehari, jadi tak 
masalah jika harus membayar iuran.” (Hasil wawancara tanggal 22 April 2016, di 
Kelurahan Jongaya Kec. Tamalate). 
 Jumlah yang berbeda terkait pemungutan iuran penulis dapatkan setelah 
mewawancari Ibu NA yang bermukim di Jl. Slamet Riadi, Kel. Baru, Kec. Ujung 
Pandang yang menyebutkan bahwa: 
 “Pungutan iuran yang kami berikan adalah sebesar Rp16.000 per bulan. 
Saya rasa iuran yang diberikan tidak seberapa dengan pelayanan yang cukup 
baik atas persampahan. Sampah kami diangkut dua kali sehari. Jadi saya rasa 
tidak keberatan membayar iuran sebesar itu.” (Hasil wawancara tanggal 6 Mei 
2016, di Kel. Baru, Kec. Ujung Pandang). 
 Di Kelurahan lain tepatnya Kel. Pisang Utara Kec. Ujung pandang, Bpk. 
RM menjelaskan mengenai iuran bahwa: 
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 “Di sini kami ditagih iuran sebesar Rp10.000 per bulan. Itu dengan 
pelayanan yang cukup baik. Jadwal pengangkutan sampah sudah cukup, namun 
pengadaan TPS yang belum ada. Semoga dengan membayar iuran, TPS 
secepatnya bisa diadakan.” (Hasil wawancara tanggal 6 Mei 2016, di Kel. Pisang 
Utara, Kec. Ujung Pandang). 
Berdasarkan dengan hasil observasi dan wawancara penulis bersama 
Pemerintah dan masyarakat yang berada di lokasi, maka bisa dikatakan bahwa 
indikator penilaian responsivitas terkait pelayanan yang tepat belum sepenuhnya 
dijalankan dengan tepat oleh pihak Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertamanan 
dan Kebersihan yang dibantu dengan Pemerintah Kecamatan masing-masing. 
Jadi dalam indikator ketepatan melayani ini, penulis menilai dari tiga hal 
yaitu, dari ketepatan dalam menjalankan prosedur atau regulasi yang ditetapkan, 
ketepatan dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan serta 
ketepatan pemungutan biaya. 
Dalam hal ketepatan dalam menjalankan prosedur / regulasi penulis 
menilai bahwa Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar telah 
menjalankan dengan baik dan sesuai aturan. Hal itu dapat dilihat dalam 
memberikan pelayanan persampahan, Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota 
Makassar sudah melimpahkan sebagian wewenang dan tanggungjawabnya 
kepada empat belas kecamatan di Kota Makassar sesuai dengan Peraturan 
Walikota No. 3 tahun 2015. 
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar juga telah 
menjalankan tanggungjawabnya dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir 
(TPA) Tamangapa Antang dan pengadaan kontainer serta pengangkutan  
sampah kontainer di tempat-tempat umum di Kota Makassar. 
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Dalam hal pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan 
persampahan, penulis menilai bahwa Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota 
Makassar dan pihak Kecamatan belum maksimal dan belum cukup menyediakan 
sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal itu dilihat dari 
beberapa lokasi khususnya di Kel. Pa’baeng-baeng, Kec. Tamalate. 
Masyarakat yang bermukim di belakang Pasar Pa’baeng-baeng sangat 
mengeluhkan terkait TPS yang tidak disediakan oleh Pemerintah. Akibatnya, 
sampah rumah tangga selalu dibuang di pinggir jalan dan dibiarkan menumpuk 
begitu saja. Walaupun penyediaan sarana dan prasarana di lokasi lain cukup 
terpenuhi, namun keadaan yang penulis saksikan di beberapa lokasi khususnya 
di Kelurahan Pa’baeng-baeng menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam 
mersepon keluhan masyarakat dalam pengadaan sarana dan prasarana TPS 
belum terlihat.  
Selanjutnya penilaian terakhir terkait indikator ketepatan melayani adalah 
dengan melihat ketepatan biaya. Penulis menilai ketepatan Dinas Pertamanan 
dan Kebersihan Kota Makassar dalam menjalankan regulasi pemungutan biaya 
retribusi maupun iuran sudah sesuai ketentuan. Retribusi seperti yang sudah 
dipaparkan di atas sudah dipungut sesuai dengan jenis dan zona lokasi masing-
masing. Begitupun dengan iuran yang dipungut dari warga sudah dijalankan 
sesuai dengan kesepakatan bersama dengan warga dan tidak ada yang merasa 
diberatkan dengan pemungutan iuran yang dilakukan. 
V.4 Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cermat. 
Indikator ini mencakup tingkat kefokusan dan kesungguhan penyedia 
layanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kecermatan dan 
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kesungguhan Pemerintah dalam memberikan pelayanan persampahan yang baik 
tentu saja akan menghasilkan kota yang bersih dan nyaman. 
Tingkat kecermatan dan kesungguhan dalam memberikan pelayanan 
persampahan kepada masyarakat dapat kita lihat melalui seberapa besar jumlah 
volume sampah yang diangkut setiap tahunnya. Tentunya jumlah volume yang 
diangkut merupakan hasil dari salah satu aktivitas pelayanan persampahan yang 
dilakukan pemerintah yang dapat menilai seberapa jauh kecermatan dan 
kesungguhan dalam memberikan pelayanan. 
Untuk membuktikan tingkat kecermatan dan kesungguhan Pemerintah 
dalam memberikan pelayanan persampahan, maka penulis mengunjungi TPA 
Tamangapa untuk mewawancarai petugas kebersihan yang merupakan pihak 
yang melakukan proses pengangkutan sampah di lokasi, berikut adalah 
pernyataan dari Bapak AD yang mengemukakan bahwa: 
“Kami di sini ada shift-shiftnya. Jadi ada jadwal untuk kami beroperasi 
mengangkut sampah. Kalo saya sendiri mendapat waktu siang dan malam.” 
(Hasil wawancara tanggal 23 April 2016, di TPA Tamangapa Antang). 
Petugas kebersihan lainnya, Bapak AL pun menjelaskan: 
“Kalau ditanyakan kesungguhannya, kita pasti sungguh-sungguh dalam 
jalankan tanggung jawab. Buktinya kita tidak pernah absen dalam mengangkut 
sampah kecuali ada masalah pada mobil, entah itu bannya atau olinya. Semua 
tumpukan sampah yang kita lewati di jalanan tentu kita singgahi untuk diangkut. 
Karena jika tidak sudah pasti sampah akan menumpuk esok harinya.” (Hasil 
wawancara tanggal 23 April 2016, di TPA Tamangapa Antang). 
Untuk mengetahui kecermatan dan kesungguhan Pemerintah dalam 
memberikan pelayanan persampahan, penulis mencoba mewawancarai Ibu MD 
yang merupakan warga yang tinggal di Kelurahan Mangasa kec. Tamalate 
sebagai berikut: 
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“Jadi yang saya liat sudah cukup baik pelayanannya. Kalau dalam 
kategori cermat ya sudah bisa dikatakan cukup cermat. Sampah yang berada di 
TPS selalu diangkut semua hingga bersih.” (Hasil wawancara 22 April 2016, Kel. 
Mangasa Kec. Tamalate). 
Selanjutnya Bapak RA juga berkomentar terkait kecermatan petugas 
dalam memberikan pelayanan, berikut kutipannya: 
“Sudah baik. Petugas kebersihan setiap hari mengangkut sampah di jalan 
ini. Kalau mengangkut sampah juga selalu bersih, mereka tidak memilih-milih 
sampah yang diangkut. Semuanya diangkut sampai bersih.” (Hasil wawancara 6 
Mei 2016, Kel. Pisang Utara Kec. Ujung Pandang). 
Penulis selanjutnya berkesempatan mewawancarai DN, staff TPA dan 
posko Tamangapa terkait indikator kecermatan dan kesungguhan dalam 
pelayanan persampahan, beliau menjelaskan: 
“Kami di sini menghitung setiap hari total sampah yang berhasil diangkut 
dan ditimbun ke TPA Tamangapa adalah rata-rata seberat 800 Ton. Itu 
menunjukkan hasil dari kerja serius kita untuk memberikan pelayanan 
persampahan guna menjaga kebersihan kota.” (Hasil wawancara tanggal 23 April 
2016, di TPA Tamangapa Antang). 
 
Gambar V.9 Proses perhitungan berat volume sampah yang diangkut 
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Gambar V.10 Alat hitung berat volume sampah yang diangkut pada TPA Tamangapa 
Selanjutnya untuk lebih memperkaya informasi dan data terkait volume 
sampah yang terangkut per tahun, maka penulis mewawancarai Bpk. BC, 
Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota 
Makassar. Berikut hasil wawancaranya: 
“Terkait kecermatan dan kesungguhan dalam melayani hal kebersihan 
dan persampahan, tentunya kita dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota 
Makassar selalu melakukan inisiatif untuk berkoordinasi dengan seluruh 
kecamatan untuk meningkatkan masalah pelayanan sampah dan kebersihan. 
Kita selalu menekankan untuk bekerja bersungguh-sungguh dalam membuat 
kota menjadi bersih dan asri. Adik bisa lihat data mengenai jumlah volume 
sampah yang diproduksi dan diangkut. Dalam tiga tahun terakhir jumlah volume 
sampah yang terangkut mencapat angka di atas 90%, data ini bisa dijadikan 
sebagai penilaian terhadap tingkat kecermatan dan kesungguhan kami dalam 
memberikan pelayanan dalam hal sampah dan kebersihan.” 
Berikut adalah data mengenai jumlah volume sampah dan produksi 
sampah Kota Makassar menurut Kecamatan pada tahun 2014: 
Tabel V. 7 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kota 
Makassar menurut Kecamatan pada tahun 2014 
NO. KECAMATAN JUMLAH 
SAMPAH 
YANG 
DITANGANI 
JUMLAH VOLUME 
TIMBULAN SAMPAH 
PRESENTASE 
1 MARISO 176,70 200,02 88,34% 
2 MAMAJANG 206,63 220,72 93,62% 
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3 TAMALATE 60,09 640,08 93,88% 
4 RAPPOCINI 489,12 478,25 102,27% 
5 MAKASSAR 288,98 440,95 65,54% 
6 UJUNG PANDANG 103,31 104,74 98,63% 
7 WAJO 123,16 123,69 99,57% 
8 BONTOALA 211,48 226,54 93,35% 
9 UJUNG TANAH 174,22 206,76 84,26% 
10 TALLO 427,74 495,78 86,28% 
11 PANAKUKKANG 460,34 436,65 105,43% 
12 MANGGALA 196,37 241,86 81,19% 
13 BIRINGKANAYA 406,93 471,14 86,37% 
14 TAMALANREA 196,70 207,68 94,71% 
 Jumlah 4062,58 4494,86 90,38% 
Sumber: Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, Tahun 2014 
Berikut adalah data mengenai jumlah volume sampah dan produksi 
sampah Kota Makassar menurut Kecamatan pada tahun 2015: 
Tabel V.8 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kota 
Makassar menurut Kecamatan pada tahun 2015 
NO. KECAMATAN JUMLAH 
SAMPAH 
YANG 
DITANGANI 
JUMLAH VOLUME 
TIMBULAN 
SAMPAH 
PRESENTASE 
1 MARISO 172,33 186,16 92,57% 
2 MAMAJANG 201,52 205,41 98,11% 
3 TAMALATE 586,04 595,72 98,38% 
4 RAPPOCINI 477,04 445,11 107,17% 
5 MAKASSAR 281,84 410,39 68,68% 
6 UJUNG PANDANG 100,75 97,47 103,37% 
7 WAJO 120,63 114,63 105,23% 
8 BONTOALA 206,25 210,84 97,82% 
9 UJUNG TANAH 169,91 192,44 88,29% 
10 TALLO 417,16 461,43 90,41% 
11 PANAKUKKANG 448,96 407,05 110,30% 
12 MANGGALA 191,51 225,07 85,09% 
13 BIRINGKANAYA 396,86 438,42 90,52% 
14 TAMALANREA 191,83 193,27 99,25% 
 Jumlah 3962,63 4183,41 94,72% 
Sumber: Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, Tahun 2015 
Adapun data Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kota 
Makassar pada tahun 2011-2015, sebagai berikut: 
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Tabel V.9 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kota 
Makassar pada tahun 2011-2015 
NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 
1 Jumlah sampah 
yang ditangani 
3.520,07 3.642,56 3.776,23 4.063,10 3.962,63 
2 Jumlah volume 
timbulan 
sampah 
3.923,52 4.057,28 4.188,26 4.494,86 4.183,41 
3 Presentase 89,72% 89,78% 90,16% 90,39% 94,72% 
Sumber: Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, Tahun 2016 
 Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan pengambilan data terkait 
jumlah volume sampah yang terproduksi dan tertangani selama beberapa tahun, 
maka dapat ditarik kesimpulan mengenai tingkat kecermatan dan kesungguhan 
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam memberikan 
pelayanan persampahan kepada masyarakat sudah baik. 
 Hal itu didasari oleh pengakuan petugas kebersihan yang menjelaskan 
terkait kesungguhan kinerjanya selama di lapangan. Selain itu penilaian dari 
masyarakat sebagai pihak penerima layanan yang menilai bahwa petugas 
kebersihan sudah cermat dan bersungguh-sungguh dalam hal pengangkutan 
sampah dengan mengangkut seluruh sampah hingga bersih setiap harinya. 
 Terakhir dengan melihat data terkait jumlah volume sampah yang 
terproduksi dan tertangani selama beberapa tahun terakhir. Data tersebut 
menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir presentase jumlah volume 
sampah yang terproduksi dan tertangani sudah di atas 90%. Pada tahun 2015 
bahkan hampir mencapai angka 95% dan terus meningkat setiap tahunnya. 
Tentunya hal ini dapat dijadikan suatu dasar penilaian terhadap indikator 
pelayanan yang cermat sudah tercapai. 
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V.5 Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat. 
Waktu yang tepat berarti pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat 
dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan sehingga dapat 
memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Dalam indikator ini kita 
akan menilai sejauh mana ketepatan waktu yang dilaksanakan Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan bersama Kecamatan masing-masing melalui 
petugas kebersihan dalam mengangkut sampah. 
Ketepatan waktu pengangkutan sampah merupakan salah satu hal 
penting dalam memberikan pelayanan persampahan selain penyediaan sarana 
dan prasarana. Jika waktu pengangkutan sampah telah dijalankan sesuai jadwal 
maka pemerintah dinilai telah melakukan tanggungjawabnya dengan baik untuk 
menjaga kebersihan kota. 
Sebaliknya jika waktu pengangkutan sampah tidak tepat atau terlambat, 
maka bisa dipastikan bahwa sampah yang berada di TPS atau pinggir jalan akan 
menumpuk dan mengakibatkan penampakan kota yang kotor dan menganggu 
aktivitas masyarakat. 
Untuk melihat kesesuaian jadwal pengangkutan sampah yang dilakukan 
dengan petugas kebersihan, maka dengan itu penulis mengunjungi TPA 
Tamangapa untuk mewawancarai petugas kebersihan yang kali ini diwakili oleh 
Bapak AI, beliau menjelaskan bahwa: 
“Jadwal pengangkutan sampah adalah setiap hari, ada yang mengangkut 
pagi dan sore, adapula yang mengangkut siang dan malam. Kita sudah dibagi 
shift.” (Hasil wawancara 23 April 2016, di TPA Tamangapa 2016). 
 Penjelasan lain juga ditambahkan oleh petugas kebersihan yang bernama 
Bapak AK, beliau menjelaskan bahwa: 
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“Kita selalu mengangkut sampah sesuai jadwal. Setiap hari adalah jadwal 
mobil kita beroperasi. Terkadang kita juga terlambat dan tidak beroperasi dalam 
mengangkut sampah, tapi itu karena ada kendala seperti kerusakan mesin pada 
mobil sehingga menghambat kita dalam beroperasi. Tapi di luar itu, kita selalu 
beroperasi sesuai jadwal. Jadwal pengangkutan sampah adalah setiap hari, ada 
yang mengangkut pagi dan sore, adapula yang mengangkut siang dan malam. 
Kita sudah dibagi shift.” (Hasil wawancara 23 April 2016, di TPA Tamangapa 
2016). 
 Penulis selanjutnya mewawancarai Bapak ME warga yang tinggal di Jl. 
Andi Tonro Kel. Pa’baeng-baeng Kec. Tamalate untuk mendapatkan informasi 
terkait jadwal pengangkutan sampah, berikut kutipannya: 
 “Sampah di sini selalu diangkut dua kali sehari tepatnya pagi dan malam 
oleh petugas yang menggunakan motor tiga roda. Saya rasa petugas kebersihan 
sudah baik menjalankan tugasnya. Sampah juga tidak pernah bertumpuk dengan 
jadwal pengangkutan tersebut.” (Hasil wawancara tanggal 22 April 2016, di Kel. 
Pabaeng-baeng, Kec Tamalate). 
Ibu NR selaku penjual yang berjualan di Pasar Pa’baeng-baeng 
menjelaskan tentang jadwal pengangkutan sampah, beliau mengatakan: 
“Kalau di Pasar Pabaeng-baeng sini hanya dilakukan pengangkutan 
sampah sekali dalam sehari tepatnya pada jam sembilan hingga sebelas malam. 
Jadwal tersebut sudah bisa dikatakan cukup untuk menjaga kebersihan, karena 
sekali angkut petugas menggunakan truk besar. Hanya kalau terlambat sehari, 
sampah bisa sangat menumpuk, tapi hal itu juga jarang terjadi.” (Hasil 
wawancara tanggal 22 April 2016, di Pasar Pa’baeng-baeng Kel. Pabaeng-
baeng, Kec Tamalate). 
Selanjutnya Ibu ML yang merupakan warga yang bermukim di belakang 
Pasar Pa’baeng-baeng mengeluhkan jadwal pengangkutan sampah yang tidak 
pernah dilakukan di pemukimannya, berikut kutipannya: 
“Jujur dik, kami warga di sini seperti tidak pernah diperhatikan mengenai 
pelayanan sampah. Sampah pemukiman kami tidak pernah diangkut dengan 
petugas kebersihan. Jadi sampah yang kami tumpuk di pinggir kanal akan terus 
menumpuk sampai mengakibatkan bau yang tidak sedap. Kami kini hanya 
menunggu petugas kanal yang mengakut sampah kami. Itupun juga tidak tetap 
jadwal pengakutannya. Selain petugas kanal, kami juga hanya mengharap truk 
yang mengangkut sampah Pasar untuk membuang sampah kami, namun itu juga 
biasa ditolak oleh petugasnya karena menganggap bahwa sampah yang kita 
berikan bukan sampah dari pasar.” (Hasil wawancara tanggal 22 April 2016, di 
Pasar Pa’baeng-baeng Kel. Pabaeng-baeng, Kec Tamalate). 
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Selanjutnya penulis mewawancarai Bpk BD selaku RT setempat, beliau 
menjelaskan: 
“Jadi masalah jadwal pengangkutan sampah, kami di sini hanya berharap 
pada petugas kanal yang biasa mengangkut sampah kami juga. Waktunya tidak 
pasti, biasanya hanya tiga hari sekali. Untuk itu, kita bersama warga melakukan 
inisiatif berupa melaksanakan kerja bakti setiap hari minggu. Sampah yang 
organik kita akan bakar dan yang non-organik kami bungkus di karung dan 
menunggu untuk diangkut oleh petugas kanal.” (Hasil wawancara tanggal 23 
April 2016, di Kelurahan Pa’Baeng-baeng). 
 
Melihat penilaian dan keluhan masyarakat, Bpk. ST, Koord. Kebersihan 
Kec. Tamalate angkat bicara, beliau mengatakan: 
“Terkait jadwal pengangkutan sampah, kami sudah menjalankan secara 
maksimal. Adapun masalah keterlambatan pengangkutan sampah yang terjadi, 
kami dibantu melalui koordinasi dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan secepat 
mungkin akan menindaklanjuti keluhan tersebut. Penanganan keterlambatan 
pengangkutan biasanya paling lama selama satu hari, tergantung jarak lokasi. 
Faktanya, keterlambatan juga sangat jarang terjadi, itupun diakibatkan hal teknis 
seperti truk yang rusak. Selebihnya selalu sesuai jadwal” (Hasil wawancara 
tanggal 12 Mei 2016, di Kantor Kecamatan Tamalate). 
Penulis juga mewawancarai warga di Kel. Bulogading Kec. Ujung 
Pandang yang diwakili oleh Ibu MH yang mengatakan bahwa: 
“Khusus di kelurahan Bulogading sampah yang diangkut biasanya satu 
kali dalam sehari, tepatnya pukul 15.00 sore hingga  20.00 malam. Jadwal ini 
dirasa sudah cukup, karena volume sampah yang dihasilkan di sini juga tidak 
terlalu banyak. (Hasil wawancara tanggal 6 Mei 2016, di Kel. Bulogading, Kec. 
Ujung Pandang). 
Bpk BN selaku pengawas armada kebersihan menjelaskan jadwal 
pengangkutan sampah di Kecamatan Ujung Pandang sebagai berikut: 
“Untuk Jadwal pengangkutan sampah di Kecamatan Ujung Pandang rata-
rata  terjadwal 1 kali sehari yaitu pada malam hari dan langsung diangkut ke TPA 
menggunakan truk. Selama ini belum ada keluhan yang berarti mengenai 
keterlambatan pengangkutan sampah.” (Hasil wawancara tanggal 12 Mei 2016, 
di Kantor Kecamatan Ujung Pandang). 
Selanjutnya DN selaku staff TPA dan posko Tamangapa menjelaskan 
mengenai jadwal kerja petugas kebersihan, berikut kutipannya: 
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 “Jadi hingga saat ini TPA Tamangapa memilki 32 orang petugas dan 9 
unit alat berat yaitu bulldozer dan eskavator yang beroperasi selama 24 jam 
penuh dengan memiliki shift kerjanya masing-masing. Mengenai jadwal 
pengangkutan, TPA tidak pernah berhenti kedatangan armada untuk membuang 
sampah yang diangkut dari masyarakat mulai dari pagi hingga malam. Kita 
bekerja 24 jam setiap hari tanpa mengenal hari libur bahkan hari Raya. Karena 
jika kita berhenti beroperasi sehari saja, maka sudah dipastikan sampah kota 
akan menumpuk.” (Hasil wawancara tanggal 23 April 2016, di TPA Tamangapa 
Antang). 
 
Gambar V.11 Alat berat yang terdapat di TPA Tamangapa Antang 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis selama berada di 
lokasi, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota 
Makassar beserta Kecamatan masing-masing sudah dapat dikatakan cukup baik 
dalam indikator ketepatan waktu melayani. 
Hal ini dapat dilihat dari pemaparan petugas kebersihan, pihak 
kecamatan serta TPA Tamangapa yang menjelaskan bahwa jadwal 
pengangkutan sampah sudah dijalankan sesuai dengan semestinya dari satu 
hingga dua kali sehari pada satu lokasi. Adapun keterlambatan yang terjadi 
hanya karena masalah teknis armada dan sangat jarang terjadi. 
Selain itu, sebagian besar penilaian dari masyarakat yang merupakan 
penerima pelayanan juga sudah cukup puas dan memberi nilai baik kepada 
pelayanan yang diberikan khususnya dalam hal jadwal pengangkutan sampah. 
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Hanya ada di beberapa lokasi seperti di belakang pasar Pabaeng-baeng yang 
perlu diperhatikan mengenai jadwal pengangkutan sampah yang belum jelas dan 
perlu ditingkatkan. Untuk itu, secara umum indikator ketepatan dalam melayani 
sudah bisa dikatakan tercapai dengan cukup baik. 
V.6 Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas. 
Indikator ini menilai setiap  penyedia  layanan harus menyediakan  akses  
kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan keluhannya dan dapat dicarikan 
solusi yang terbaik. Setiap penyedia layanan sudah pasti menyiapkan dan 
memberikan hal yang terbaik yang dapat mereka tawarkan dan berikan kepada 
penerima layanan. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada hal yang 
sempurna di dunia ini, termasuk dalam memberikan pelayanan persampahan. 
Dengan itu, tidak bisa dipungkiri bahwa keluhan akan lahir ketika suatu layanan 
dianggap kurang memuaskan dan kurang memenuhi kebutuhan yang diinginkan 
oleh penerima layanan. 
Untuknya itu, untuk melihat tingkat responsivitas pelayanan persampahan 
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar atas keluhan yang diberikan 
oleh masyarakat, maka dianggap perlu untuk melihat indikator ini untuk 
kemudian menilainya. 
Ibu ML selaku warga Kel. Pa’baeng-baeng Kec. Tamalate yang 
mengeluhkan terkait pelayanan persampahan berkomentar mengenai respon 
atas keluhan yang diberikan oleh pemerintah, berikut kutipannya: 
“Selama kami di sini, keluhan kami tidak pernah ditanggapi oleh 
pemerintah. Kami sudah mengeluhkan mengenai sarana dan prasarana seperti 
TPS yang belum diadakan juga jadwal pengangkutan yang belum jelas kepada 
RT dan Lurah kami, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan.” (hasil 
wawancara tanggal 22 april 2016, di Kel. Pa’baeng-baeng, Kec. Tamalate). 
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Selanjutnya Bpk BD selaku RT setempat menjelaskan: 
“Kami sebisa mungkin mengakomodasi keluhan warga terkait 
persampahan. Hal itu kami lakukan dengan berkoordinasi dengan pihak 
kelurahan dan kecamatan. Selain itu kita melukakan kegiatan-kegiatan kerja 
bakti sebagai solusi aternatif untuk setidaknya mengurangi permasalhan 
sampah.” (Hasil wawancara tanggal 23 April 2016, di Kelurahan Pa’Baeng-
baeng). 
 
Melihat penilaian dan keluhan masyarakat, Bpk. ST, Koord. Kebersihan 
Kec. Tamalate angkat bicara, beliau mengatakan: 
“Yah, sesungguhnya kami telah berusaha untuk memberikan pelayanan 
yang terbaik kepada masyarakat terkait persampahan. Namun jika dirasa belum 
cukup tentu kami memohon maaf dan akan meningkatkan pelayanan kami ke 
depan. Terkait keluhan, kami juga selalu terbuka dengan siapa saja yang ingin 
memberikan keluhan terkait pelayanan kami. Masyarakat bisa menghubungi 
Kantor Kecamatan, atau langsung melalui saya. Di sisi lain tentunya kami selalu 
berusaha merespon dengan cepat, entah terkait penyediaan sarana dan 
prasarana maupun jika ada keterlambatan jadwal pengangkutan sampah. 
Terkhusus untuk warga yang bermukim di belakang Pasar Pa’baeng-baeng 
seperti yang adik katakan, kami sudah berkoordinasi dengan Lurah setempat dan 
kami usahakan agar bisa secepatnya ditangani.” 
Di Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang, Bapak KS berpendapat 
mengenai respon pemerintah terkait keluhan, berikut kutipannya: 
“Sejauh ini kami sudah cukup puas atas layanan yang diberikan. Adapun 
jika ada keluhan, itu biasa karena keterlambatan pengangkutan. Itupun juga 
sangat jarang terjadi, dan jika itu terjadi kami hanya menelpon lurah kami dan 
esok harinya sudah direspon kembali.” (Hasil wawancara tanggal 6 Mei 2016, di 
Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang). 
Bapak SJ selaku Lurah Kelurahan Baru juga sependapat dengan apa 
yang warganya katakan, berikut kutipannya: 
“Iya, tentu saja kami dari pihak kelurahan memberikan ruang kepada 
masyarakat jika ada hal yang kurang terkait pelayanan persampahan yang kami 
berikan. Warga di sini biasanya langsung melaporkan ke kami jika ada 
keterlambatan sampah yang terjadi, namun setelah itu tentu akan kami respon 
dengan cepat.” (Hasil wawancara tanggal 12 Mei 2016, di Kantor Kecamatan 
Ujung Pandang). 
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Gambar V.12 Kondisi Jalan Slamet Riadi Kel. Baru, Kec. Ujung Pandang 
Bpk. AAH Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar juga 
menambahkan bahwa: 
“Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar tetap memiliki 
tanggung jawab dan fungsi institusi untuk melakukan koordinasi dan 
pengawasan terhadap Kacamatan yang telah diberi kewenangan operasional 
pelayanan. Jadi jika ada keluhan masyarakat terkait pelayanan persampahan, 
maka akan kami tindaklanjuti bisa dengan berkoordinasi dengan kecamatan 
terkait maupun kita tangani sendiri jika itu memang bagian dari kewenangan 
kami.” (Hasil wawancara 10 Mei 2016, di Kantor Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan Kota Makassar). 
Dari hasil observasi dan wawancara di lapangan mengenai indikator 
merespon segala keluhan maka dapat dikatakan Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan Kota Makassar bersama pihak kecamatan sudah membuka ruang 
seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan keinginan maupun 
keluhan atas penyelenggaraan pelayanan persampahan yang diberikan. 
Keluhan yang dirasakan dapat disampaikan melalui Dinas Pertamanan 
dan Kebersihan Kota Makassar ataupun dari pihak kecamatan, kelurahan 
bahkan RT setempat. Ini menunjukkan bahwa Dinas Pertamanan dan 
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Kebersihan Kota Makassar telah mempermudahkan masyarakat untuk 
menyampaikan keluhannya. 
Dalam hal merespon keluhan dapat dikatakan bahwa Dinas Pertamanan 
dan Kebersihan Kota Makassar bersama pihak kecamatan sudah cukup tanggap 
dalam menindaklanjuti keluhan warganya. Hal itu dinilai dari pengakuan sebagian 
besar warga yang menyatakan bahwa keluhan yang disampaikan sudah cukup 
ditindaklanjuti dengan baik dan cepat. Terkecuali dengan warga yang bermukim 
di belakang pasar Pa’baeng-baeng yang merasa bahwa keluhan yang 
disampaikan belum seluruhnya dintindaklanjuti. 
Dengan itu, penulis mengambil kesimpulan bahwa tingkat merespon 
keluhan yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 
bersama pihak kecamatan sudah cukup baik namun masih ada catatan untuk 
meningkatkan respon terhadap keluhan warga khususnya yang bermukim di 
beberapa tempat seperti di belakang pasar Pa’baeng-baeng. 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
VI.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan pengumpulan data yang 
dilakukan selama penulis melakukan penilitian, maka akan penulis paparkan 
kesimpulan terkait Responsivitas Pelayanan Persampahan pada Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar berdasarkan enam indikator 
responsivitas menurut Zeithml dkk sebagai berikut: 
1. Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan. 
Indikator  ini  mencakup  sikap  dan  komunikasi  yang  baik selama 
memberikan pelayanan serta dalam memberikan informasi terkait pelayanan 
dengan jelas. Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar bersama 
pihak kecamatan serta para  petugas kebersihan dinilai sudah memenuhi 
indikator ini. Hal ini ditunjukan dengan kesadaran petugas untuk bersikap baik 
dan memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat terkait 
pelayanan yang diberikan. 
2. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cepat. 
Indikator ini mencakup kesigapan  dan  ketulusan penyedia  layanan dalam  
menjawab  pertanyaan  dan  memenuhi  permintaan masyarakat. Kesigapan 
dan ketulusan yang dimaksudkan di sini ialah kesigapan Dinas Pertamanan 
dan Kebersihan Kota Makassar dalam merespon setiap keluhan atas 
pelayanan yang diberikan dan sesuatu hal yang tidak sesuai harapan di 
lapangan. Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar bersama pihak 
kecamatan dinilai sudah cukup memenuhi indikator ini. Meskipun masih ada 
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warga di beberapa lokasi yang menganggap keluhannya belum direspon 
secara cepat, namun secara umum keluhan-keluhan masyarakat atas 
pelayanan persampahan yang diberikan sudah cukup direspon dengan cepat 
oleh pemerintah. 
3. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan tepat. 
Indikator ini mencakup tentang kesesuaian prosedur, pengadaan sarana dan 
prasarana sampah yang memadai, dan ketetapan biaya dalam hal ini 
retribusi atau iuran sampah. Dalam hal menjalankan tanggungjawab sesuai 
prosedur serta melakukan pemungutan biaya retribusi sampah, Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dinilai sudah tepat dalam 
menjalankannya. Namun, dalam hal penyediaan sarana dan prasarana 
sampah yang memadai, Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 
dinilai belum tepat memenuhi aspek tersebut. Hal ini dapat dilihat dari lokasi-
lokasi yang penulis kunjungi bahwa hanya sebagian kecil dari lokasi tersebut 
yang disediakan sarana dan prasarana seperti TPS. 
4. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cermat. 
Indikator ini mencakup tingkat kecermatan dan kesungguhan dalam 
memberikan pelayanan persampahan kepada masyarakat. Dalam menilai 
indikator ini kita dapat melihat melalui seberapa besar jumlah volume sampah 
yang diangkut setiap tahunnya yang merupakan salah satu hasil akhir dalam 
menjalankan pelayanan persampahan. Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
Kota Makassar dinilai sudah memenuhi indikator ini dengan baik. Hal ini 
dapat dinilai dari jumlah volume sampah yang tertangani selalu meningkat 
selama lima tahun terakhir dan baiknya lagi selama tiga tahun terakhir jumlah 
volume sampah yang tertangani sudah mencapai lebih dari 90%. 
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5. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat. 
Indikator ini mencakup sejauh mana ketepatan waktu yang dilaksanakan 
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar bersama Kecamatan 
masing-masing dalam memberikan pelayanan untuk mengangkut sampah. 
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dinilai sudah memenuhi 
indikator ini dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pengamatan penulis 
dan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang meskipun pada 
beberapa lokasi terdapat masih ada warga yang mengeluh atas jadwal 
pengangkutan sampah yang belum teratur. Namun sebagian besar 
menganggap bahwa Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar telah 
melakukan pengangkutan sampah sesuai jadwal yaitu minimal satu kali 
dalam sehari.  
6. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas. 
Indikator ini mencakup penyediaan akses yang dilakukan oleh Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar beserta kecamatan masing-
masing kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan keluhannya serta 
menindaklanjuti seluruh keluhan yang diberikan oleh masyarakat. Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dinilai sudah memenuhi 
indikator ini dengan cukup baik. Hal ini dinilai dari akses yang disediakan 
untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan sudah sangat dipermudah dengan 
cukup menghubungi RT, Lurah, maupun kecamatan yang bersangkutan 
sebelum menghubungi pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota 
Makassar. Dalam hal merespon keluhan, Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
Kota Makassar juga dikatakan cukup baik. Meskipun di beberapa lokasi 
masih ada warga yang menganggap keluhannya belum direspon, namun 
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sebagian warga menilai keluhan yang mereka sampaikan sudah direspon 
dan ditindaklanjuti dengan baik. 
VI.2 Saran 
 Berdasarkan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan, maka penulis 
sekaligus peneliti dalam skripsi ini akan memberikan beberapa saran yang 
diharapkan dapat menjadi masukan untuk Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
Kota Makassar dalam meningkatkan responsivitas pelayanan persampahan yang 
diberikan kepada masyarakat, antara lain: 
1. Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar beserta kecamatan 
masing-masing disarankan dapat menyediakan sarana dan prasarana 
yang memadai sebagai usaha untuk menunjang pelayanan persampahan 
kepada masyarakat di seluruh lokasi yang membutuhkan, baik di daerah 
perkotaan maupun di daerah pemukiman kecil. 
2. Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar beserta kecamatan 
masing-masing disarankan dapat memaksimalkan dan meningkatkan 
jadwal pengangkutan sampah terkhusus pada daerah pemukiman kecil. 
3. Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar beserta kecamatan 
masing-masing disarankan dapat merespon seluruh keluhan yang 
diberikan oleh masyarakat terkhusus pada daerah pemukiman kecil 
dengan secepat mungkin. 
4. Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar beserta kecamatan 
masing-masing disarankan dapat meningkatkan seluruh aspek pelayanan 
persampahan kepada masyarakat yang tinggal di daerah pemukiman 
kecil. 
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Penulis saat melakukan obervasi lapangan dan wawancara bersama warga Kel. Mangasa, Jongaya 
dan Pa’Baeng-baeng, Kec. Tamalate (22 April 2016). 
 Penulis saat melakukan observasi lapangan dan wawancara bersama warga di Kel. Bulogading, Baru 
dan Pisang Utara Kec. Ujung Pandang (6 Mei 2016). 
 Penulis saat melakukan observasi lapangan, dan wawancara bersama staff dan petugas kebersihan di 
TPA Tamangapa Antang (23 April 2016). 
 
   
Penulis saat melakukan wawancara dan pengambilan data bersama Koord. Kebersihan Kec. Tamalate, 
Pengawas Armada Kebersihan Kec. Ujung Pandang dan Lurah Kelurahan Baru Kec. Ujung Pandang (12 Mei 
2016) 
  
  
 
Penulis saat melakukan wawancara dan pengambilan data bersama Staff Teknis, Kasubag Umum dan 
Kepegawaian, dan Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar (10 Mei 2016). 
 
 
 
Nama panjang dari inisial-inisial informan/narasumber: 
AS : Bapak Aksa – Petugas Kebersihan 
BY  : Bapak Buyung - Staff Teknis Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 
ST : Bapak Samsuddin Tjalo - Koordinator kebersihan Kec. Tamalate 
MN  : Ibu Murniati - warga Jl. Sultan Alauddin, Kel Mangasa, Kec. Tamalate 
NA  : Ibu Nuraida - warga Jl. Slamet Riadi Kel. Baru, Kec. Ujung Pandang 
BC  : Bapak Bahar Chambolong - Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pertamanan dan   
Kebersihan Kota Makassar 
ER : Ibu Erni - warga Jl. Pa baeng-baeng, Kel. Pa baeng-baeng, Kec. Tamalate.  
BD : Bapak Burhanuddin – Ketua RT 
AR : Bapak Arif – Lurah Kelurahan Pa baeng-baeng 
MR  : Ibu Mariamah - warga Kel. Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang 
BN  : Bapak Benny - Pengawas Armada Kebersihan Kec. Ujung Pandang 
AAH : Bapak Abdul Aziz Hasan -  selaku Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 
DN : Dg. Nompo - Staff TPA dan posko Tamangapa 
MI  : Ibu Maria - warga Jl. Dg. Tata Kel. Jongaya Kec. Tamalate 
WD  : Ibu Mawardani - warga jalan St. Alauddin Kel. Mangasa Kec.Tamalate 
SH : Ibu Sahara – warga Jl. Pa baeng-baeng, Kel. Pa baeng-baeng, Kec. Tamalate. 
RM  : Bapak Rahmat - warga Jl. Gunung Merapi, Kel. Pisang Utara, Kec. Ujung Pandang 
SF : Ibu Sofina - warga Kel. Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang 
SJ  : Bapak Sujarwo - Lurah Kelurahan Baru 
IL  : Bapak Ilyas - warga Jl. Andi Tonro, Kel. Pa’Baeng-baeng, Kec. Tamalate 
DB : Dg. Baji - warga Jl. Pa baeng-baeng, Kel. Pa baeng-baeng, Kec. Tamalate 
AD : Bapak Ardi – Petugas Kebersihan 
AL : Bapak Ali – Petugas Kebersihan 
MD : Ibu Madi – warga Kelurahan Mangasa kec. Tamalate 
RA : Bapak Rafi – warga Kel. Pisang Utara Kec. Ujung Pandang 
AK : Bapak Akri – Petugas Kebersihan 
ME : Bapak Made – warga Jl. Andi Tonro Kel. Pa’baeng-baeng Kec. Tamalate 
NR : Ibu  Nurani – warga Jl. Pa baeng-baeng, Kel. Pa baeng-baeng, Kec. Tamalate. 
ML : Ibu Muliatai - warga Jl. Pa baeng-baeng, Kel. Pa baeng-baeng, Kec. Tamalate 
MH : Ibu Mehani - warga Kel. Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang 
KS : Bapak Kasmin – warga Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang 
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